WEWENANG NEGARA FPANTAT UNTUE MELAKUKAN
TINDAE PENCEGAHAN FENCEMARAN LAUT OLEH TUMPAHAN MINYAK
EERDASARKAN EONVENSI BRUSSEL 1969

SERIFPSI °

Diajukan untuk memenuhi salzh sﬁtu gyarat guna
memperoleh gelar Sarjana Fukum Jurusan
Hukum Internasional Fakultas fulum
Universitas Hasanuddin

Ujung FPandang

0 leh
MARTHEHN FPONGREA

86 02 144

1995



=1

FERSETUJUAN KONSULTAN

Di teranglkan bahwa Skripsi dari :

Hama : Marthen TPongrea
Womor Pokok : 8B6 02 144
Jurusan : Hukum Internasional
Judul Skripsi H

0 WEVEMAHG NEGARA PANTAI UNTUEK MELAKUKAN TINDAK
TEHCEGAHAN FENCEMARAN LAUT OLEH TUMPAHAN MINYAK

IERDASARKAN HOMVENSI BRUSSEL 1969 "

Telah diperiksa, diperbaiki dan disetujui oleh Konsultan

untuk diajukan dalem Ujian Skripsi.

Ujung Pandang, Maret 1995

‘Konsultan I, Konsultan II,

i

—fy =

.R. Pattileuw, S.H.) (Alma Pattileuw, S.H.,M.H.)
NIP : 130 264 Q70 HIP : 130 345 979




ii

PERSETUJUAN UNTUE MENEMPUH OJIAN SKRIPST

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

Hama

1]

Marthen Pongrea

Homor Pokok

Be 02 144

Jurunssan Hukum Internasional

Judul Skripsi

n WEYENANG NEGARA PANTAT UNTUK MELAKUEAN TINDAK
FENCEGAHAN PENCEMARAW LAUT OLEH TUMPAHAN MINTYAK
BERDASARKAN KONVENSI BRUSSEL 1963 "

Pelsh diterima dan disetujui oleh Pimpinan Fakultas Hu-
kum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang untuk diajukan

dalam Ujian Skripsi.

Maret 1995

Ujung Pandang,

S.H. ,M.H. )
NIP = 130 901 845




iii

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwe Skripsi dari

Namsa : Marthen Pongresa
Nomor Pokok : B&6 02 144
Juruaan :+ Hukum Internasionsal

Judul Skripsai

n WEWENANG NEGARA PANTAI UNTUK MELAKUKAN TINDAK
PENCEGAHAN PENCEMARAN LAUT OLEH TUMPAHAN MINYAK
BERDASARKAN KONVENSI BRUSSEL 1969 "

Telah dipertehenksn di hsdapsn Panitia Ujien Skripsi de=-
ngen susunsn personil sebsgei berikut :

Ketuas : Prof. Frans E. Likadjas, S.H.
Sekretaris : Isode Muh. Syerif, S5.H.
Penguji + 1, Prof. Frans E. Likasdjs, S.H.

2, Marcel Hendrespsti, S.H.,M.H.
3. Muhammed Ashri, S.H.,M.H.
4. ILsode Muh. Sysrif, S.H.

L]
=
.

U.R. Pattileuw, 3.H.

Konsultan
' 2., Ny. Alma Pattileuw, S.H.,M.H.

Ujung Pandang, 06 April 1995
Penitia Ujien Skripsi

Ketus, Sekretaris,

FL

(Prof. Frens E., Liksdjs, S.H.) (Lasc LH.)
NIP : 130 207 826 NIP = 131 992 4&2

Muh, Swverit,




iwv
ABSTRAK

Laut merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang
jumlahnya sangat besar disamping sumber daya alam yang
terdapat di darat. Melihat keadaan lingkungan laut }ang
dapat menjamin kecukupan hidup manusia di hari-hari menda-
tang, maka kelestarian lingkungan laut harus tetap diper-
tahankan dan dipelihara.

Kepesaten perkembangan teknologi yang menghasilkan
berbagai penemuan, telah membuka kemungkinan yang sangat
luas bagi manusia untuk mengelola sumber-sumber alam, ter-
utama yang ada di laut, hal mana dapat membawa dampak ne-
gatif Dbagi kelangéungan hidup di laut. Akibat yang dapat
ditimbulkan yang Tbersifat negatif adalah kemungkinan ter-
cemarnya lingkungan laut, yang pada gilirannya akan meru-
sak lingkungan, seperti pengeboran minyak di pantai atau-
pun di lepas pantai, Demikian pula pembuangan bahan-bahan
bekas pakai seperti pencucian tanki atau yang lebih serius
lagi adalah pembersihan secara menyeluruh atau sebagian
tanki muatan dari kapal-kapal yang bersangkuten dan sisa-
siga bahan nuklir.

Sebab lain vang dapat menimbulkan pencemaran lingku-
ngan laut adalah yang tidak disengaja seperti tabrakan ka-
pal, karena terdampar, dan kebocoran-kebocoran pada insta=-

lasi di tempat eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan

alam di pantai atau di daerah lepas pantai,

Berbagai pendekatan dilakukan untuk mencegah ter jadi-



nya pencemaran lingkungan laut. Salah satu di antaranya a-
dalah pendekatan internasional melalui perjanjian interna-
sional. Dan dari sekian banyak perjanjian internasional
yang mengatur tentang pencemaran di laut, The Internatio-
nal Relating to the Intervention on the [ligh Seas in Cases
of 0Dil Pollution Casualties, 1969, adalah salah satu kon-
vensi Internasional tentang pencemzran laut oleh minyak
yang memberi wewenang dan hak kepada negara pantal untuk
mengambil tindakan pencegahan apabila terjadi pencemaran

laut oleh minyak di laut lepas.
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EAB I

FPERDAHULUAN

A. Latar Belakang TPemilihan Judul .

L]

Bumi ini merupakan salah satu tata surya yang mempu-
nyai bentuk yang unik, karena mengandung air yang sangat
tesar. Hampir 361 juta kilometer persegi atau 70 % lebih
dari luas bumi yang merupakan lautan,

Pentingnya arti lautan bagi manusia terus berkembang
sejalan dengan kemajuan perkembangan peradaban manusia.
Se jak semula orang sudah memanfaatkan laut sebagai sumber
bahan makanan, kemudian berkembang sebagai media transpor-
tasi dalam perdagangan, Sekarang dengan kemajuan ilmu pe-
ngetahuan dan teknologi, laut benar-benar merupakan sumber
kekayaan alam yang sangat potensial.

Di laut terdapat persediaan sumber makanan, sumber
protein, sumber energi hidrokarbon, pasang surut, arus ge-
lombang, ataupun deposit metal dan non me tal. Dan menurut
hasil survey geologi Amerika Serikat, di Samudra Pasifik
gsaja terdapat endapan strategis, termasuk kobal ,seng, tem-
baga, dan platina. R

Sebagai akibat pemanfaatan laut bagi-kepentingan umat
manusia, pada dasarnya akan menimbulkan efek-efek samping-
an bagi kelestarian linghungan laut itu gendiri. Misalnya

akibat kegiatan pelayaran, penangkapan ikan, keglatan

1) Harian Kompas, Jakarta, Terbltan 1 Maret 1987, hal. &.




militer, kecelakaan kapal (marine Casualties) tumpahan mi-
nyak dari kapal tanki, minyak buangan atau ballast {(minyak
bekas pembersihan tanki dan mesin) jupa dari kegiafan eks-
plorasi dan eksploitasi minyak di lepas pantai. ,

Diperkirakan lima juta ton minyak mengotori lautan
(Samudera) dimana hampir setengahnya berasal dari aktivi-
tas kapal, dan dua pertiga pencemaran laut itu beragal da-
ri kapal-kapal tanki, serta hanya 20k berasal dari kecela-
kaan, dan selebihnya berasal dari kegiatan rutin. 2)

Dewasa ini sangat diperlukan pengelolaan, pengamanan,
dan pengaturan dalam menjaga keserasian antara pelbagai
penggunaan laut yang efektif dan efisien agar supaya ling-
kungan laut tetap lestari, setidak-tidaknya pencemaran la=-
ut dapat dikurangi atau ditekan dengan pelbagai cara, daya
dan upaya.

Dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi
serta jumlah penduduk, sangat besar pengaruhnya bagi pe-
lestarian kemampuan lingkungan laut, Karena pada umumnya
laut merupakan tempat terbesar dari bahan buangan yang ber-
agsal dari darat, yaitu sekitar 70 ¥. Dengan sendirinya se-
cara langsung atau tidak langsung akan menimbulkan ganggu-
an terhadap kelestarian lingkungan laut.

Di satu pihak kegiatan eksplorasli dan ekaploitasi ke-

kayaan alam di lepas pantai seperti minyak sampai saat ini

2) American Case Book Series, 1980, hal. B892.



makin meningkat dengan menbawa efek sampingan seperti pen-
cemaran laut, di lain pihak perusahaan angkutan internasi-
onal yang membawa minyak yang melewati selat Malaka, makin
meningkat pula jumlahnya. Apalagi setelah kandasnya kapal
tanki Showa Maru yang berbobot 23%7.698 dwt di Buffalo Rock
Fhilip Chanel di selat Singepura pada & Januari 1975, yang
menumpahkan kurang lebih 3.000 sampai 4.000 ton minyak
mentah (erude oil), dan diperkirakan membawa kerugian se-
besar § 13,50 juta US di pihak Indonesia, belum terhitung
pihak Singapura dan Malaysia, 3)

Pada peristiwa kandasnya kapal tanki Showa Maru, nam-
paknya Pemerintah Indonesia belum siap menghadapi peristi-
wa tersebut, baik dalam teknis penanggulangannya, gegi mo-—
nitoring, penilaian akihatnya; maupun dasar hukum dan lem-
baga penyelesaiannya. Hal ini terbukti setelah periativa
tersebut di atas,.Pemerintah Indonesia baru menyadari pen=-
tingnya meratifikasi: International Convention on Civil
Laibility for 0il Pollution Damage (Brussel 1969) dan In-
ternational Convention on the Establishment of an Inter-
national Fund for Compensation of 0il Pollution Damage
(Brussel 1971). Untuk maksud tersebut Presiden Republik
Indonesia meratifikasi kedua Konvensi tersebut di atas ma-

sing-masing dengan Keputusan Fresiden Nomor 18 dan 19 ta-

hqn 1978.

3) FL. Courtier, Pencemaran Laut, Makala @eminar Pence=-
maran Laut, 26-27 Juli 1976, BKLL Pertamina, hal. 2.



Indonesia sebagai negara kepulavan yang diapit oleh
dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik,
merupakan alur pelayaran internasional yang terpenting di-
lglui kapal-kapal tanki terbesar terutama melalul Selat
Malaka. Karena letak peografisnya yang sedemikian rupa itu
gehingega dengan sendirinya kemungkinan ﬁntuk tercemar Khu-
susnya oleh minyak sangat besar gelali.

Pencemaran itu sendiri yang memiliki sifat yang trans
nasional yang melintasi batas-batas negara, mempunyai dam-
pak yang sangat besar terutama gekali bagi kehidupan haya-
ti di laut yang pada gilirannya merupakan ancaman bagi ke-
langsungan hidup manusia dengan berkurang ataupun musnah-
nya sumber hayati yang ada di laut.

Bertolak dari uraian di atas serta dengan melihat ke-
pentingan masyarakat bangsa-bangsa pada umumnya dan masya-
rakat negara-negara pantai yang mungkin terkena akibat da-
ri adanya pencemaran yang terfjadi di laut lepas .yang ber-
batasan dengan pantainya pada khususnya,maka Penulis ingin
menguraikan secara singkat, sederhana dengan segala keter-
batasan yang Penulis miliki . mengenal bagaimana ° wewenang
negara pantai dalam mengambil tindakan pencegahan terhadap
adanya pencemaran laut oleh minyak yang terjadi di laut

lepas dengan mengambil dasar pada Konvensi Brussel 1969,



B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian dan Penulisan.

Sebagai suatu karya,tentu mempunyai tujuan. Karya tu-
lis ini bertujuwan ingin memperoleh gambaran mengenai masa-
lah-masalah pencemaran yang terjadi di laut khususnya yang
diakibatkan oleh minyak, tindakan-tindakan apa yang perlu
diambil oleh nerara pantai dalam hal terjadi pencemaran
laut di daerah yang berbatasan denran pantainya, disamping
untuk memenuhi salah satu persyaratak akademik dalam rang-
ka menyelesaikan studi pada Fakultas Hukﬁm Universitas Ha-
sanuddin jurusan Hukum Internasional.

Diharapkan pula agar tulisan ini dapat memperkaya ke-
pustakaan dalam dunia pendidikan pada umumnya, dan pada
Almamater di mana Penulis menqntut ilmu, dan dapat membe-
rikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan ataupun

dalam hal-hal yang sifatnya praktis.

C. Pembatasan Masalah.

Untuk mengatasi masalah pencemaran laut yang disebab-
kan oleh minyak yang berasal dari kapal laut baik yang di-
sengaja maupun yang tidak disengaja dibuang ke laut, IMCO
(International Maritime Consultative Organisation) 4) te1an
menghasilkan beberapa konvensi tentang pencemaran di anta-
ranya ialah : '
1. International Convention for the Prevention of Polluti-

Eun from Ships 1945, yang telah diperbaharui dan ditam-

4) Sekarang IMO (International Maritime Organisation).
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bah tahun 1962, 1969, 1971, dan diperluas Ilagi tahun
19733
2, Pada tahun 1969 Jjuga IMCO menghasilkan dua konvensl

vang bertalian dengan pencemaran laut khususnya menge-

nai kerusian yang ditimbulkan oleh pengotoran laut de-

ngan minyak, yang dikenal denran Konvensi Brussel 1969

yaitu =

a. International Convention on Civil Liability for Oil
Pollution Damage, yang dikenal dengan Civil Lawj

b. International Convention relating to Intervention on
the High Seas in Case of 0il Pollution Casualties
yang dikenal dengan FPublic Law.

Dua konvensi ysng disebut terakhir (Konvensi Brussel
1969) mengatur akibat kerusakan dan kerugian (damage) yang
timbul pada negara pantai karena pengotoran laut yang di-
sebabkan oleh kapal tanki minyak yang mengalami kecelakaan
1aut (kandas stsu tenggelam).

Satu pértanyaan dari sekisn benyak pertanyaan yang
timbul di sekitar masalah pencemaran laut yang terjadli a-
kibat +tumpahnya minyak dari kapal baik disengaja maupun
tidak disengaja dan merupakan pokok permasalahan yang akan
diuraikan dalam tulisan ini adalah : "Sappai sejauh mana
Negara Pantal dalam melakukan kewenangannya untuk mencegah
pencemaran yang terjadi di laut lepas yang berbatasan de-
ngan pantainya serta penerapan (implementasi) aturan-atur-

an tentang pencemaran laut”.



D. Metode Penelitian.

Untuk memperoleh kebenaran yong menjadi inti dan ti-
tik tolak ilmu pengetahuan pada umumnya, maka dilakukanlah
kegiatan-kegiatan ilmiah seperti penelitian. :

Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan metode pene-
litian dalam pengumpulan data dan informasi mengenal per-
masalahan yang dibahas dalam tulisan ini yaitu metode pe-
nelitian pustaka (Library Research). Hetode penelitian ini
Penulis lalukan dengan cara mempelajari buku-bulu ilmiah,
brosur-brosur, majalah-majalah, dan tulisan-tulisan lain-
nya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

Digamping metode penelitian pustaka, Penulis juga
melakukan penelitian lapang (Field Research), dengan cara
terjun langsung #E lapangan untuk melakukan wawancara de-
ngan orang-orang yang mempunyai keahlian dalam bidang yang
berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu pada ins-

tansi Departemen Kehakiman Badan Pembinaan Hukum Hasional.

E. Sistematika Fenulisan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan Penulis, kemadi-
an diolah dan dianalisa, dan disusun dalam karya tulis ini
dengan sistematika sebagal berikut :

Bab I mengenai Pendahuluan yang terdiri dari Latar
belakang pemilihan judul, tujuan dan kegunaan penelitian
daﬁ penulisan, pembatasan masalah, metode penelitian dan

gistematika penulisan.



Bab II membahas tentang pencemaran lingkungan lant
dan penanggulangannya yang terdiri dari pengertian umum
tentang pencemaran, sumber terjadinya pencemaran laut, ke-
rusakan sumber hara dan kehidupan linghkungan laut dan pe-
ngaturan serta penanggulangan pencemaran.

Bab IIT diuraikan mengenai problem yang dihadapi ne-
gara pantai terhadap pencemaran laut dan ketentuan pence-
pahannya. Pembahasan ini menyangkut tentang hak dan kewa-
jiban negara pantai dalam penanggulangan pencemaran laut,
posisi Indonesia yang terletak pada posisi silang dunia
serta dampaknya terhadap kelestarian Ilingkungan lant, dan
terakhir mengenai ketentuan-ketentuan hukum Indonesia ten-
tang pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut.

Pada Bab IV diuraikan teﬂtang wewenang negara pantai
untuk melakukan tindak pencegahan pencemaran laut oleh
tumpahan minyak, intervensi yang dapat dilakukan oleh ne-
gara pantai terhadap kapal tanki yang mengalami kecelakaan
dan juga mengenai Konvensi Brussel 1969 (Public Law) yang
telah melandasi lahirnya konvensi-konvensi regional ten-
tang pencemaran laut oleh tumpahan minyak.

Bab V fang merupakan bab yang terakhir merupakan inti
sari masalah yang diperoleh dari keseluruhan pembahasan

dalam Skripsi ini.



BAE Il

FENCEMARAN LINGEUNGAN LAUT DAN PEWANGGULANGANNYA

A, Pengertian Umum tentang Pencemaran Laut.

Pencemaran linghungan laut hanya merupakan salah satu
segi dari pencemaran pada umumnya, sedangkan pencemaran i-
tu sendiri juga hanya merupakan salah satu segi dari
lingkungan hidup. Oleh sebab itu sebelum membahas pence-
maran lingkungan laut dan penanggulangannya, terlebih da-
hulu akan dibahas mengenai lingkungan hidup, pencemaran
lingkungan, dan pengertiannya secara singkat,

Lingkungan hidup sifatnya wutuh menyeluruh, tidak da-
pat dipisah-pisahkan, tetapl hanya dapat dibedakan. Daya
dukung lingkungan darat akan ﬁempengaruhi linglungan laut,
dan sebaliknya lingkungan laut mempengaruhi lingkungan da-
rat.

Prof. Mr. St. Munadjat Danusaputro 1Jmengatakan 3

"sdapun lingkungan hidup di atas bola-bumi itu adalah
wadah (=tempat), dimana hidup itu terlaksana.™”

Selanjutnya beliau mengatakan =
" ... sebaliknya hidup itu merupakan isi bagi lingku-
ngan hidup, ... antara "wadah" dan "isi" yang menyatnu
gelalu bersifat utuh-menyeluruh (la relation integral)
vang dapat diterjemahkan menjadi : SERBA TERHUBUNG."
Dengan demikian kita dapat melihat bahwa antara wadah

dan isi selalu +terdapat suasana dan kondisi yang saling

1 5t. Munadjat Danusaputro, Bunga Ram ai Binamulia Hukum
& Lingkungan 6, Binacipta, Eandung, 1987, hal. 104,
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berhubungan yang bersifat utuh menyeluruh, yang oleh Frof.
St. Munadjat Danusaputro disebut dengan istilah : "SZRBA-
TERHUBUNG ™.

Hamun sebelum menguraikan linghkunman hidup dan hukum
lingkungan lebih jauh, ada baiknya dikemukakan terlebih
dahulu mengenai pengertian lingkungan hidup. Salah satu di
antaranya adalah pengertian linegkungan hidup yang terdapat
dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Fetentuan-
ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 1
ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

" Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua

benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di

dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi

kelangsungan perikehidupan dan kese jahteraan manusia
serta makhluk hidup lainnya'.

Fengertian tersebut di afas dapat kita bandingkan de-
ngan pengertian yang dikemukakan oleh St. Munadjat Danusa-

2)

putro sebagai berikut :

" Lingkungan hidup-ialah: "semua benda dan daya serta
kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah per-
buatannya, yang terdapat di dalam ruang di mana manu-
sia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta
kese jahteraan manusia dan jazad-jazad hidup lainnya".
Kedua pengertian tersebut di atas, baik yang terdapat
dalam UU No. 4 tahun 1982 maupun yang dikemukakan oleh 3t.
Munad jat Danusaputro sangat mirip selkali. Nampaknya pe-
ngertian yang terdapat dalam UULH 13982 gangat dipengaruhi

oleh pengertian yang dikemukakan oleh St. Munad jat, hanya

2) St. Munadjat Danusaputro, Hukum Tingkuangan, Buku I 2 U-
mum, Binacipta, Bandung, 1981, hal. Ta
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penggunaan kata-kata atau bahasa dalam UULH 1982 lebih di-
gederhanakan, zagar mudah dicerna dan dipahami oleh semua
lapisan masyarakat.

Hukum lingkunran adalah hukum yang mengatur tatanan
lingkungan hidup. Sedang vang dimaksud dengan tatanan ling
kungan adalah tatanan kesatuan dan peraturan secara utuh
menyeluruh antara segenap unsur kelengkapan hidup yang se-
pantiaga berada dalam kondisi serba terhubung satu sama
lain serta saling pengaruh mempengaruhi secara laras dan
geimbang. 3)

Tata lingkungan hidup disebut juga sebagai suatu sis-
tem ekologi atau ekosistem, vyang dalam UU No. 4/1982 di-
artikan sebagai tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh
antara segenap unsur lingkuﬂgan hidup yang saling mem-
pengaruhi.

Mengenai pengelolaan lingkungan hidup juga telah di-
tetapkan dalam UULH 1982 pada pasal 1 ayat 3. Di sana di-
terangkan bahwa pengeloclaan lingkungan hidup adalah upaya
terpadu dapam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, peng-
awasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingku-
ngan hidup.

Ttulah uraian secara sepintas tentang lingkungan hi-
dup. Kini kita melangkah pada uraian tentang pengertian

pencemaran lingkungan dan pencemaran lingkungan laut.

revid.
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Di dalam UU Yo. 4/1982 - selanjutnya disebut UULH
1982 - telah dicantumkan tentang pengertian pencemaran
lingkungan sebagal berikut :

" Pencemaran linckungan adalah masulknya atau dimasuk-

kannya makhlulk hidup, 2at, energi, dan atau komponen

lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan

lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses a-

lam, sehingga lualitas linghkungan turun sampai ke ti-

ngkat tertentu yang menyebabkan linegkungan menjadi
kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan
reruntukannya."

Pengertian tersebut di atas apabila dibandingkan de-
ngan pengertian yang dikemukakan oleh Munadjat jauh sebe<
lum UULH 1982, akan tampak Xedua pengertian ftersetut sa-
ngat mirip sekali. Pengertian yang dikemukakan oleh St.
Munad jat Danusaputro 4) adalah sebagai berikut :

" Pencemaran adalah " suatu keadaan " dalam mana su-
atu zat danfatan energi diintroduksikan ke dalam su-
atu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses
alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hing-
ga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan ter
maksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak ber-
fungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejah-
teraan (comfort) dan keselamatan hayati."

Pengertian tersebut beliau bandingkan dengan penger-
tian yang dikemukakan oleh para Menteri OECD (Urganization
for Economic Cooperation and Development) seperti termuat
dalam = "™ Titel A of the Annex to0 the Recommendation on
Principles concerning Transfrontier Pollution " ( adopted
at the conclusion of the Firat Meeting at Ministerial Le-
vel of the Environmental Commitee of the OECD, November

13314, 1974), yang berbunyi sebagal berikut 2

4) St. Munadjat Danusaputro, OD. cit, hal. 177.
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" Pollution is "the introduction by man,:direetly;fur
indirectly, of substances or energy into environment,
resulting deleterious effects of such a nature as ‘to
endanger human health, barm living resources and eco-
syastem and impair or ‘interfere with amentities and o-
ther legitimate uses of the environment."

Pencemaran lingkungan meliputi pencemaran sumber da-
ya alam, gangguan, dan ancaman terhadap kepentingan umum.
Gangguan dan ancaman terhadap Lkeventingan umum meliputi
gangzuan dan ancaman terhadap kesehatan, keselamatan, dan
kese jahteraan masyarakat juga terhadap keindahan alam, ke-
bersihan linskungan, pemandangan, pendengaran, bau dan ra-
Ed.,

Alkhir-akhir ini pada umDumnya umat manusia telah me-
nyadari betapa pentingnya keadaan lingkungan hidup (antara
manusia dan lingkungannya). Jika tidak diadakan pengelola-
an secara terpadu secepatnya, mungkin akan terjadi ketidak-
seimbangan, dan membahayakan kehidupan umat manusia itu.
gendiri,

Kekhawatiran semacam ini juga pernah diungkapkan oleh
Komar Kantaatmad ja 3) dimana beliau mengatakan bahwa ada-
iah sudah menjadi ciri khas dari abad ini bahwa manusia
gsudah menyadari sepenuhnya tentang keadaan dirinya dalam
konteks lingkungan hidupnya, yaitu bahwa kalau tidak dia-
dakan pcla-pola dasar pengaturan interrelasi antara manu-

sia dengan lingkungannya maka akan terjadi ketidakseimbang-

an yang besar kemungkinannya akan membahayakan kehidupan

5) Komar Kantaatmadja, Gantirugi Internasional Fencemaran
Minyak di Laut, Alumni, Eangung, 1581, hal. 13. o
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gendiri.

Hal ini bukan saja didasari oleh kekawatiran akan ketidak-
cukupan bahan-bahan alami bagi kehidupan manusia selanjut-
nya, tetapi juga kekawatiran yang timbul karena psncemaran
lingkungan yang telah terjadi, baik karena perbuatan
yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Dengan adanya ke jadian-ke jadian yans menimbulkan pen-
cemaran lingkungan hidup, merupakan guru dan pengalaman
yang sangat berharga bagi penyusunan data dan pengetahuan
tentang pencemaran. iasil-hasil survey, seminar-seminar,
perundingan-perundingan, dan konperensi-konperensi yang a-
da kaitannya dengan pencemaran lingkungan hidup menjadi
dasgar terbentuknya pengertian hukum tentang pencemaran.

Setelah membahas Eecara. gingkat tentang pencemaran
lingkungan, selanjutnya akan dibahas mengenai pencemaran
lingkungan laut.

6)

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan pengertian ten-

tang pencemaran laut sebagai berikut :

" Pencemaran laut adalah percbahan pada linghkungan
laut yang terjadi akibat dimasukkannya oleh manusia
secara langsung ataupun tidak bahan-bahan atau energi
ke dalam lingkungar laut (termasuk muara sungai) yang
menghasilkan akibat Yyang demikian buruknya sehingga
merupakan kerugian terhadap Lkekayaanm hayati, bahaya
terhadap kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiat-
an di laut termasuk perikanan dan lain-lain pengguna-
an laut yang wajar, pemburukan daripada kualitas air
laut dan menurunnya tempat-tempat permukiman dan rek-
reasi.”

6) Mochtar Kusumaatmadja, Bunga Rampai Hulum Laut, Bina-
cipta, Bandung, 1978, hal. B 8
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Pengertian pencemaran laut di atas sangat luas ruang
lingkupnya, namun pada pokoknya menggambarkan dua hal
yaitu 2 (1) bahwa pencemaran laut itu disebabkan oleh per-
buatan manusia dan (2) akibat daripada pencemaran atas ke-
mantapan ekologi daripada laut.

Melihat pengertian pencemaran yang dikemukakan oleh
Mochtar Kusumaatmadja di atas, ternyata bohwa beliau tidak
memasukkan panzguan terhadap lingkungan laut yang disebab-
kan oleh proses alam, erosi, dan sebagainya sebagai meru-
pakan pencemararn. |

Berlainan dencan definisi (pengertian) yang dikemuka-
kan oleh St. Munadjat Danusaputre, dimana beliaun telah
memasukkan pencemaran oleh proses alam sebagajl pencemaran
laut. Kemudian setelah 1ahirnfa Undang-undang lNomor 4/1982
pada penjelasan pasal 1 ayat 7, di situ di jelaskan bahwa

» pencemaran oleh proses alampun dimasukkan dalam perumusan
mengingat akibatnya perlu ditanggulangi. Adalah merupakan
kewajiban Pemerintah untuk menanggulanginya.

Untuk jelasnya berikut ini kami kemukakan pengertian
pencemaran laut yang dikemukakan oleh St. Munadjat Danusa-
putro 7 sebagai berikut :

W Pencemaran laut adalah "suatu keadaan" dalam mana

suatu zat danfatau energi diintroduksikan ke dalam

lingkungan laut oleh kegiatan manusia atau oleh
proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa

sehingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam kea-
daan termaksud yang mengakibatkan lingkungan laut itu

1) 2+, Munadjat Danusaputro, loc. cit.
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tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan,
kese jahteraan (comfort) dan keseslamatan hayati."
Penpertian tersebut beliau bandingkan dengan definisi

dari GESAMP (= the IMCO/FAO/UNESCO/WHMO /WHO /TAEA/UN  Joint
Group of Experts on Scientific Aspects of Marine Follution)
yang berbunyi sebagai berikut :
Marine Pollutiom is " the introduction by man,
directly or indirectly of substancesa or energy into
the marine environment (including estuaries), result-
ing in such deleterious effects as harm to living re-
sources, hazards to humand health, hindrance to marine
activities, including fishing, impairment of quality
for use of sea water and reduction of amenities®. 8)
Berlainan dengan St. Munadjat Danusaputro, Mochtar
Kusumaatmadja senderung mengikuti definisi dari GESAMP di
atas yang juga tidak memasukkan pencemaran oleh proses a-
lam sebagai pencemaran.
Komar Kantaatmadja E) berpendapat bahwa yang tergo-
long pada vengertisn pencemararn laut hanya karena perbuat-
an manusia saja. Belizu berpedoman pada definisi dari OECD

(0rganization for Economic Cooperation and Development) di

atas.

4, Sumber Terjadinya Pencemaran Laut.

Laut merupakan tempat pembuangan sampah terbesar di

8) J. Borros & B.M. Johnstom, International Pollution Law,
(N.Y. London, 1974). Dikutip dari S5%. Munadjat Danusa-
putro, Bunga Rampai . Bina Mulia Hukum TLinghkungan, Bina-
cipta, Bandung, 1987, hal. 187.

9) Komar Kantaatmad ja,

Gtantirugi Internasional Pencemaran
Minvak di Laut, Alumni, Bandung, 1561, hal. 17-




17

bumi ini, baik yang berasal dari laut itu sendiri, seperti
dari kegiatan pelayanan, kegiatan perikanan, kegiatan mi-
liter, dan sebapgainya, maupun yang berasal dari darat,
yvang sebagian besar terbawa colzh 2iir?n sunsal, EETEFti
éampah kota, sampah industri, racun pestisida, insectisida
(obat pembunuh hama). Racun insectisida dan pestisida ma-
suk ke laut terbesar melalui udara. Sebagai contoh obat-
obat pembunuh hama vang sangat persistan masuk ke laut se-
perti DDC, BHC (Benzene Hexachlorida), dealdrin, endrin,
dan FCBe (Polichlorinated liphenyls).

Ghat-ﬁbat tersebut digunakan dalam rangka meningkat-
kan hasil pertanian sebagai obat pembunuh hana/serangga
yang merusak tanaman-tanaman dan serangga yang mengganggu
manusia, seperti nyvamuk malaria, nyamuk asdes egipty yang
menularkan penyakit demam berdarsh.

Digamping itu juga sebagal tempat pembuangan sampah
yanz langsung dibuang ke laut ( dumping ), seperti sampah
industri, sampah nuklir, kegiatan pariwisata/rekreasi dan
Iain sebagainya.

Sebagai akibat makin tumbuh berkembangnya kegiatan e-
konomi, maka kehidupan manusia memang makin bertambah baik
dan mutu hidup manusia makin meningkat pula.' Khususnya
berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepandaian
manusia untuk mengelola bumi makin menjadi meningkat dan

séﬁpurna. Hal ini dibuktikan oleh kehidupan sekarang ini

yarng sudah modern.
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Di balik semua itu, kehidunan modern ternyata membawa
dampak yvang jura cukup rumit. Sebar2i contoh misalnya da-
pat kitz lihat bahwa dahulu para ibu mencuci alat-alat da-
pur dan rumah tangga cukup dengan abu dan sabun biasa. Se-
karzng ibu-ibu rumah tangga banyak menggunakan deterjen
dan jenis-jenis persenyawaan kimia yang lebih ampuh yang
ternvata memiliki daya tahan yang kuat sekali terhadap air
dan bahan-bahan lain sehingga tidak mudah larut dalam air.

Sebagian sisa-sisa buangan, bahan-bzahan, alat-alat
rumah tangga tersebut masuk ke dalam saluran air dan ha-
nyut masuk selokan-selokan, dan terus ke sungai, sehingga
akhirnya masuk ke laut. Demikianlah bahan-bahan kuat seba-
gai sisa buangan bertzhan terus dalam perairan sebagai zat
pencemar yvang sungguh sangat berbahaya.

Apa yang terjadi dari rumah-rumah tangga itu, terjadi
secara besar-besaran lagi dari pabrik-pabrik segala jenis,
yvang ada kalanya terhimpun dalam kompleks industri. Sisa
buangan dari pabrik-pabrik itu ternyata jauh Iebih besar
dan lebih luas dari yang berasal dari rumeh tangga-rumah
tangga baik mengenal jenisnya maupun mengenal taraf berba-
hayanya. Seperti sisa buangan plastik, seng, abu besi,
tembaga, aluminium, dan bahan-bahan kimia serta fisika
vang beracun, memenﬁhi aliran-aliran sungai dan akhirnya
gampai ke laut. OContch konkret : sisa buangan air raksa
di Jepang vang mengakibatkan timbulnya penyakit yang ber-

bahaya 'mimimata' yang sungguh menggemparkan.
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Perkembangan menunjukkan bahwa kini Jlautan +telah
dipaksa untuk menerima sisa-sisa buangan yang herlebihan,
baik vang berasal dari minyak maupun dari sisa-sisa buang-
an lainnya vang Dbersifat persistan, seperti misalnya per-
genvawaan logam-logam berat organoklorida. 10)

Menurut GESAMP (The Joint Group of Expert on Scienti-
fic Aspects of Marine Pollution) zat-zat pencemar itu da-
pat diklasifikasikan sebagai berikut : (1) halogenated hy-
drocarbons termasuk PCBs ( Polychlorinated Biphenyls ) dan
pestisida seperti misalnya DDT; (2) minyzk bumi dan bahan-
bahan yang dibuat dari minyak bumi (derivatives); (3) zat
kimia organik seperti misalnya biotoksin laut (marine bio-
toxine), deterjen (detergents); (4) pupuk buatan (Kimia
maupun alami) termasuk yang +terdapat dalam kotoran dan
yang berasal dari bahan pertanian; (5) zat kimia an-or-
ganik terutama logam berat seperti misalnya merkuri dan
timah hitam (lead); (6) benda-benda padat ( sampah ) baik
organik maupun am-organik; (7) zat-zat radio aktif dan (8)
buangan air panas (thermal waste). 1)

Perlu mendapat perhatian di sini bahwa dalam setiap

aktifitas eksploitasi lautan, manusia melakukan pembuangan

sisa-gisa aktifitasnya secara terus menerus baik disengaja

10) Wahyudi Wisaksono, Jaspar Bilal, Pencemaran di Lautan,
‘ Proyek Studi Iingkungan Hidup Pusat Pengembangan Tek-
nologi dan Gas Bumi (IEMIGAS), Study Group Fencemaran,
1978, hal. 1.

1) Mochtar Kusumaatmadja, op. cit. hal. 180.
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maupun +tidak disengaja disamping aktifitas pembuangan
sampah dan berbagai buangan industri yang terus-menerus
dilakukan karena berbagai alasan, termasuk keterbatasan
tempat pembuangan di daratan.

Buangan vang ditumpahkan ke laut secara terus-menerus
ini (baik disensaja maupun tidak disengaja) mempunyal ber-
bagai sifat pula, dari }ang tidak berbahaya dan akan dide-
gradasikan oleh laut dalam beberapa waktu saja hingga yang
kebal sifat kimiawinya bahkan yang dapat bertahan sampai
puluhan tabun. 12)

tendapat par2 sarjana mengenai sumber-sumber pencema-
ran pada dasarnya terdapat persesuaian paham di antara me-
reka. Perbedaan terjadi hanya dalam hal penggunaan iastilah
(penggunaan kata-kata saja). Untuk itu Derikut ini akan
dikemukakan beberapa pendapat mengenai sumber-sumber pen-
cemaran.

Sumber pencemaran laut dapat kita bagi dalam lima
golongan yaitu :

(1) pembuangan kotoran dan sampah kote dan industiri,

serta penggunaan pestisida di bidang pertanian;

(2) pengotoran yang berasal dari kapal-kapal (laut);

(%) kegiatan penggalian kekayaan mineral dasar laut;

(4) pembuangan bahan-bahan radio aktif dalam kegiatan

penggunaan tenaga nuklir dalam rangka perdamaian;

12) ¥omar Eantaatmadja, op. cit. hal. 21 .
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(5) penggunaan laut untuk tujuan—tuﬁuan'ﬁiliier..13}

0leh St. Munad jat Danusaputre dikatakan bahwa: 14)
mengikuti perkembangan berbagai cabang Hukum Internasionazl
di ©bidang pengaturan ‘'pencemaran', maka dapat diikuti
adanya beberapa jenis sumber, dari mana pencemaran ter-
sebut berasal yaitu =

(a) berasal dari pemukiman;

(b) berasal dari kegiatan perindustrian/penganghutan;

(e) berasal dari kegiztan pertambangan;

(d) berasal dari kegiatan pertanian; dan

(e) berasal dari kegiatan penggunaan pengembangan ba-

han radio -aktif.
Lebih lanjut beliau mengakatan bahwa pencemaran berasal
dari kelima jenis sumber itu; menyentuh dan mempengaruhi
juga lingkungan laut, karena sekalian bahan-bahan pencemar
tersebut akhirnya sampai juga ke laut melalui aliran-alir-
an sungai, saluran dan sebagainya.

Berikat ini adalah pendapat dari sarjana lain yang
juga membuat klasifikasi mengenai sumber-sumber pencemaran
sebagai berikut = ~

- air sungai membawa kotoran dari daratanj;

- air buangan dari kota-kota dan daerah-daerah indus-

tri lewat saluran-saluran pembuangan;

- buangan dari kapal-kapal laut yang wmembuang sisa-

13) Mochtar Kusumaatmadja, op. cit. hal. 182.
14) 54. Munadjat Danusaputro, op. cit. hal. 181.
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sisa muatan yang telah dipergunakan di tengah-
tengah laut;

- buangan limbah berasal dari tempat p2nagalian ba-
han-bahan mentah dari dasar laut (pengeboran minyak
dan lain-lain);

- kecelakaan-kecelakaan di tenzah-tengah laut seperti
kecelakaan tanker, pipa-pipz, dan lain-lain. 15)

Menyadari keada2an alam Indonesia yang sebagian besar
terdiri dari lautan, dan semakin meningkatnya aktivitas
manusia di laut seperti misalnya kepgiatan npengangkutan
minyak melalui laut dengan kapal-kapal tanker yang ber-
ukuran besar, maka kemungkinan-kemungkinan terjadinya pen-
cemaran sangat besar pula.

Menurut pengamatan-pengamatan bahwa minyak dan bahan-
bahan yang berasal dari minyak yang mengarungi samudera
jauh lebih luas daripada barang-barang daganzan lainnya.
Sebagaimana dilaporkan oleh British Petroleum Co.Ltd, Lon-
don bahwa lebih dari setengan perdagangan dan pelayaran
dunia sekarang bersangkut paut dengan pengangkutan minyak

dan bahan-bahan berasal dari minyak. 16)

15) Ealsan A. Thohir, Butir-butir Tata Lingkungan, Renika
.. Gipta, Jakarta, 1991, hal. 156,

16) G.J.Ernhkis, Spurces of Sea Pollution by 0i1,FAO/SIDA/
TP-95, hal, T7. Dikutip dari St. M.Danusaputro di atas
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C. Kerusakan Sumber Hara dan Kehidupan Lingkungan Laut.

Pencemaran lingkungan laut dalam banyak hal merupakan
masalah yang dihadapi bersama oleh masyarakat bangsa-
bangsa di dunia. Pengaruhnya menjancgkau/menyentuh seluiruh
segi kehidupan menusia di laut. ia mempengaruhi semua ne-
gara baik yang sedang berkembang maupun yang sudah maju,
sehinpgz wajarlah bilamana dikatakan Dbahwa semua negara
mempunyai kepentingan didalamnya. Benar bahve ada sebagian
masalahnya yang menjadi perscalan nasional atau lokal, te-
tapi sebagian besar mempunyai implikasi internasional. Hal
ini akan dirasakan kalau kita berbicara tenftang akibainya
terhadap sumber hayéti lant (living resﬂurces}.'17}

Laut merupakan sumber kekayaan protein bagi kehidupan
umat manusia, seperti perikanan laut merupakan sumber Yyang
sangat penting dalam penanggulangan atau pemecahan masalah
pangan. Selain itu termasuk "marine culture® juga meliputi
kekayzan akan udang, kepiting, tiram, kerang, dan lain-
lain, kesemuanya itu merupakan sumber protein.

Dengan demikian laut merupakan sumber produksi yang
sangat berharga, dan harus dipelihata dan dipertahankan
secara terus-menerus terutama menghindarkan gangguan ter-
hadap keseimbangan lingkungan laut dari pencemaran, gelain

itu harus diadakan pengawasan dan penjagaan yang ketat un-

17) R. Gunawan Oetomo, et, al, Segi-segi Hukum Pencemaran
Tingkungan Laut oleh Minyak Bumi di Indonesia, hal. 17
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tuk mencegah ekspliotasi kekayaan ldut yang berlebihan.

Dilihat secara %biologis kehidupan di laut terjalin
- dalam pelbagai jaringan ma&anan vang saling berkaitan (in-
terrelated food webs) yang kesemuanya pada analisa terak-
hir tergantung pada keadaan kimiawi dan fisik daripada_
lingkungzan laut.

Fada umumnya organisme-organisme laut terlindung dari
perubahan-perubahan mendadak selama pertumbuhannya oleh
gifat kimiawi dan physik dari lingkungan laut atau air
aginnya. Oleh karena ekosistem laut sangat peka terhadap
akibat dari pencemaran, maka apabila terjadi pencemaran
jaringan-jaringan makanan yang stabil dan kompleks yang
meliputi beraneka ragan binatang laut, akan cenderung un-
tuk berubah menjadi jaringan-jaringan makanan yang tidak
atabil dan miskin yang mengandung Jjenis-jenis kehidupau-
laut yang lebih kecil.

Permulaan jaringan rangkaian makanan laut (marine fo-
od web) ini terdiri dari tumbuhan-tumbuhan yang sering
berbentuk tidak lebih dari satu sel yang terdapat di lapis-
an atas daripada laut yang terkena sinar matahari. Bina-
tang satu sel ini yang dinamakan phyto-plahkton merupakan
makanan bagi binatang-binatang lain wyakni goo-plankton
yang pada gilirannya men jadi makanan binatang lainnya ter-
masuk ikan yang menjadi makanan manusia. Dengan demikian
maka energi yang ditangkap oleh phyto-plankton melalui pho-

tosynthese berjalan melalui pelbagai tingkatanm makanan atau
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trofis (trophie) :iari phyto-plankton sebaga{:"’prndu-sén l-:E
Jenis-jenis binatang yang lebih tinggi. 18)

Plankton, selain penghuni lautan juga terdapat di per-
airan lainnya seperti danau, sungai, kolam, dan sebagainya.
Plankton termasuk renik, merupakan sumber hara yans sangat
penting dalam kehidupan linglungan laut, karena plankton
merupakan penghasilan utama dari makanan primer di laut.
Phyto-palnkton untuk plankto nabati, dan zoo-plankton un-
tuk plankton hewani.

Hadirnya plankton di perairan sangat wenentukan, da-
pat dipastikan bahwa kalau dalam suaiu perairan tidak ter-
dapat atau kehilangan plankton misalnya karena pencemaran
yang berat, maka tak ada pula kehidupan lainnya seperti
ikan, udang, teripang, dan laiﬁplain. Sebab plankton (ter-
utama plankton nabati) merupakan makanan dasar (sumber'
hara) bagi binatang lainnya.

Dasar pertama dari mata rantai makanan adalah phyto-
plankton karena ia dapat membuat makanan sendiri ber-
hubung ia mempunyai chlorophyl ( butir-butir hijau daun ).
Binatang-binatang kecil akan memakan phytn-planﬁtﬂn kemu-
dian binatang kecil itu dimakan oleh binatang ‘yang agak
besar, binatang yang agak besar dimakan oleh binatang yang
begar dan seterusnya yang terakhir binatang-binatang ini

(ikan) dimekan oleh manusia, Demikianlah dalam keadaan

normal di laut terjadi suatu kesinambungan yang terus ber-

18) Mochtar Kusumaatmad ja, op. cit. hal. 178,
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langsung, terkecuali jika terjadi gangguan seperti terjadi
tumpahan minyak ke laut yang menimbulkan pencemaran atau
karena pengambilan kekayaan hayati laut yang di luar batas
kewajaran. )

Yang paling terancam jika sumber hara (sumber jaring-
an makanan) terganggu oleh pencemaran laut adalah konsu-
men-konsumen sumber hara tersebut seperti ilan,kercnc, ke-
piting, dan lain sebagainya.

Kesinambungan daripada ekologi laut dapat terganggu
dengan bermacam-macamn cara. Ada zai pencemar (pollutant)
yang langsung meracuni kehidupan batang dan tumbuh-tumbuh-
an yang bersentuhan dengannya. Lain-lain zat menyerap de-
mikian banyak jumlah oksigen {gihitung dalam satuan-satuan
BOD = Biochemical Oxigen Demand) selama proses dekomposisi
sehingza kehidupan laut tercekik karenanya. Ada lagi zat
pencemar yang mendorong tumbuhnya Jjenis-jenis binatang
laut tertentu yang akan meracuni jenis binatang lainnya
atay memakannya. Akhirnya ada pula zat-zat pencemar yang
berakumulasi di dalam jaringan makanan laut karena ia ti=-
dak mudah atau samasekali tidak dapat dihancurkan oleh
sel-zel hidup. Proses ini dinamakan "hoiaccumulation".Apa-
bila terjadi bicaccumulation demikian di dalam rantai-ran-
tai yang berkaitan dalam suatu jaringan makanan, terjadi-
lah konsentrasi yang beribu kali atau bahkan beratus-ratus
riﬁu kali di atas tingkatan konsentrasi yang terdapat da-

lam launt di sekelilingnya. fat-zat yang mencapai tingkatan
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konsentrasi demikian dapat mengganti proses-proses kehi-
dupan lzut atau dapat meniadakan arti binatang-binatang
laut tertentu sebagai makanan manusia. Contohnya adalah
kerusakan yang ditimbulkan vada tempat peternakan kerang

atau keracunan ikan yans disebabkan oleh zat merkuri, 19)

D. FPengaturan dan Tenanggulangan Pencemaran Lingkungan

Laut.

Pelbagai pertemuan internasional menpgenai pencemaran
laut yvane diadakan oleh IMCO maupun organisasi-organisasi
internasional lainnya, telah menghasilkan pulz berbagai
kKonvensi.

Berikut ini akan diuraikan secara singkat konvensi-
konvensi tersebut, sekedar memberi gambaran tentang per-
kembangan hukum internasional di bidang lingkungan hidup
khususnya mengenal pencemaran lingkungan laut dalam usaha
pengaturan dan penanggulangannya.

Dalam sejarah hulum internasional, perlindungan ling-
kungan laut sebenarnya lebih tua umurnya daripada Konvensi
FEE 1982 tentang Hukum Laut.

Fasal 24 Konvensi JEnewé mengenai rezim laut lepas
tahun 1958, mengatakan antara lain bahwa setiap negara wa-
jib mengadakan peraturan-peraturan untuk mencegah pence-

maran laut yang disebabkan oleh minyak yang berasal dari

19) Mochtar Kuszumaatmad ja, loc. cit.
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kapal atau pipa laut atau yang disebablkan oleh eksplorasi
dan eksploitasi dasar laut dan tanah di bawahnya dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan perjanjian internasional
vang terdapat mengenai hal ini. 20)

Femudian dalam pasal 5 FKonvensi Jenewa 1958 tentang
Landas Kontinen juga diatur mengenai perlindungan ling-
kungan laut yang mana antara lain mengatakan bahwa Negara
Pantai wajib untuk mengadakan tindakan-tindakan seperlunya
dalam Zona keselamatan yang dianggap perlu untuk perlin-
dungan kekayaan hayati laut dari zat-zat yang berbahaya
(ayat 7).

Dari kedua ketentuan tersebut di atas, jelas bagi ki-
ta bahwa Konvensi Jenewa 1958 mengenai hukum laut sudah
cukup banyak mengatur mengenai perlindungan lingkungan la-
ut, walaupun dalam bentuk jyang umum dan secara tercerai-
berai di antara keempat konvensi.

Ketentuan internasional lainnya yang mengatur masalah
perlindungan lingkungan laut adalah Konvensi-konvensi pro-
duksi IMCO yaitu: International Convention for the Freven-—
tion of Pollution of the Sea by 0il, yang ditandatangani
' pada tahun 1954, dan barn efektif berlaku pada tahun 1958.
Kopvensi ini merupakan usaha pertama organisasi in-

ternasional dalam hal ini IMCO, untuk mengatur pencegahan

20) Kusumaatmadja, Perlindungan dan Pelestarian
Eg;hﬁz:gan s Dillhﬂt dari Susut Hukum Tnternasinnal,
Regfgnal dan Nasional, S&inar Grafika, Jakarta, 1992,

ﬂal- 1-|r'
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dan pengawasan pencemaran linckungan laut oleh minvak dari
kapal. Lanrkah-langkah pencegahan dan penansgulangan aki-
bat pencemaran ini dilakukan antara lain denran cara :
(1) mengatur pembuangan minyak atan camnuran dari kapal ke
laut; (2) pemasangan alat-alat atau konstruksi kapal de-
nrgan maksud mencegah pembuangan minyak at2u camnuran mi-
nyak dari kapal; (3) keharusan menyediakan tempat-tempat
penampungan (receptio fatilities) minyak kotor dari kapal;
dan (4) penetapan daerah-daerah lingkungan laut terlarang
(prohibited zones) untuk pembuangan minyak atau campuran
minyvak.

Digamping ketentuan tersebut di atas, Honvensi ini
juga mewajibkan setiap kapal untuk memiliki/membawa 0il
Record Book yang memuat cafatan-catatan tentang buangan
minyak kotor, baik yang disengaja maupun yang diakibatkan
oleh kecelakaan dan pembersihan’ tanki-tanki minyak.

Fonvensi IMCO tahun 1954 ini kemudian mengalami per-
ubahan berturut-turut pada tahun 1962, 1969, dan 19T1.
Perubahan-perubahan tersebut bukanlah merupakan perubahan
yang mendasar, namun ia merupakan penyempurnaan dari yang
pertama.

Hal ang penting dicatat dari amandemen 1962 dan 1969
adalah antara lain bahwa untuk kapal tanki, kadar minfak
gan yang dilakukan dalam batas 50 mil laut dari

ia;i buan

pantai harus dibatasi sampal sedemikian rupa sehingga ti-

dak menunjukkan adanya lapisan minyak yang terlihat, hubu-
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nzen di tempat lain di lauten yanz disebabkan kepal yang
sedang berjalan harus dibatasi sehinega tidak melebihi 60
liter per mil, dan jumlah maksimum dari minyak yang dibu-
ang dalam suatu pelayaran tidak boleh melebihi 1/15.000
dari jumlah muatan yang bersangkutan seluruhnya.

Untuk kapal tanker dengan bobot kotor 20,000 grt. ha-
rus diverlengkapi dengan sepregated ballast tonnage (SBT)
atau terminal pembuangan minyak bumi dan tempat-tempat re-
parasi kapal harus diperlengkapi dengan tempat-tempat pem-
buangan minyak kotor.

Hal lain yang penting dalam amandemen ini yaitu bahwa
amandemen ini khususnya amandemen 1969 sudah mengarah pada
pengaturan hukum tentang perl%ndungan kualitas lingkungan
laut meskipun ketentuan amandemen ini masih memperkenan-
kan membuang minyak ke laut asalkan memenuhi syarat-syarat'
sebagai berilut :

(1) kapal sedang dalam pelayaran (proceding on route);

(2) buangan minyak tidak melebihi 60 liter per mil;

(3) kadar minyak air buangan adalah kureng dari 100 ppm; :

(4) tuangan dilakukan sejauh mungkin yaitu 50 mil dari

pantai. Malahan kebiasaan mencuci tanki yang kosong dengan

air laut lalu dipompakan ke luar telah diganti dengan ais-

tem Losd on Tep (IOT). |
amandemen yang terakhir dilakukan yaitu pada tahun

19%1 ﬂeugaﬁ Resolusi IMCO A. 232 (VII) yang meluaskan de-

finisi batas 50 mil dari pantai terdekat sehingga the Gre-
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at Barrier Reef di lepas pantai timur Laut Australia -ter-
cakup. Kemudian pasal III amandemen 1969 diganti dengan

sub-paragraf (IV) dengan rumusan pasal :

"The discharge is made as far as practicable from the
nears land".

Dengan perubahan ini "the Great Barrier Reef" dapat
terlindung. Perkembangan ini menunjukkan perhatian yang
makin meningkat pada mutu lingkungan laut, khususnya ling-
kungan laut yang unik dan rawan, seperti "coral reef" dan
sebagainya. 21)

Pada tahun 197%, IMCO mengeluarkan satu Konvensi In-
ternasional yaitu : International Convention for the Fre-
vention of Pollution from Ships, disertai dengan dua Fro-
tokol.

Konvensi ini merupakan penyempurnaan Konvensi IMCO
sebelumnya yaitu konvensi-konvensi tahun 1954-1971 de-
nean amandemen-amandemennya pada tahun 1962, 1969, dan
1971, yang mengandung ketentuan-ketentuan tentang pence-
gahan pencemararn lingkungan lant oleh minyak bumi bahan-
bahan berbahaya lainnya.

Konvensi tahun 1973 ini mulai berlaku pada tahun 1978.
' Di dalamnya ditetapkan peraturan-peraturan pencegahan pen-
cemaran laut oleh minyak yang lebih terperinci. Dalam lam-
pirannya memuat juga daftar minyak-minyak yang terperinci,

conton sertifikat pencegahan pencemaran laut oleh minyak,

21) 1 v 1 4, hal. 43.
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dan contoh buku catatan minyak (0il Record Book).

Konvensi ini telah memuat ketentuan-ketentuan perlin-
dungan laut yang berwawasan lingkungan hidup. Dibuat sete-
lah Deklarasi Stockholm 1973, yaitu "Declaration of Undted
Hations Conference on the Human Environment",

Konvensi Internasional yansg mengatur secara khusus
terperinci dan menyeluruh tentang hal ihwal perlindungan
lingkungan laut terdapat dalam Konvensi Perserikatan Bang-
sa-bangsa (PEB), tahun 1982 tentang Hukum Laut. Dalam Kon-
vensi ini terdapat satu bzhagian tersendiri yang Khusus
mengatur mengenai perlindungan dan pelestarian linghkungan
lant secara terperinci dan menyeluruh. FPangaturannya pada
Bab XII.

Disamping Bab XII yang méngatur secara khusus menge-
nai perlindungan lingkungan laut yvang memuat ketantuan-ke—'
tentuan umum dan prinsip-prinsip, Jjuga terdapat pada Bab
IT pasal 21 ayat 1 (f); Bab III pasal 42 ayat 1 (b); Bab V
pasal 56 ayat 1 (b)(iii); Bab XIII pasal 241; dan Bab XIV
pasal 266 ayat Z.

Indonesia telah menjadi pihak pada Konvensi FBB ter-
sebut (Konvensi 1982) dengan telah diratifikasinya berda-
sarkan UJ Wo. 17 tahun 1985, dan untuk Marpel dengan Eepu-
tusan Presiden No. 46 tahun 1986, Pengimplementasian ke-
tentuan-ketentuan tersebut di atas, perlu dikembangkan le-

bih lanjut ﬁalam Perundangaundangan Nasional kita.
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BABR III
FROBLEM YANG DINADATI NEGARA PANTATI

TERHADAP FENCEMARAN LAUT OLEH TUMFAHAN MINYAK

L]

A. Hak dan Kewajiban WYepsra Pantai dalam Penanggulangan

Fencemaran Laut.

Setiap necara pantai (coastal State)mempunyai hak dan
kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan
terhadap pencemaran laut. Negara-negara pantai menyadari
bahwa perlu rakyatnya/bangsanya dilindungi dari pencemaran
laut, antara lain sebagai akibat dari pelusi minyak.

Cara penanggulangan pencemaran yang paling baik dan
bijaksana adalah pencegahan, dan pencegahan yang lebih sak
gama adalah perlindungan. Demikianlah perlindungan adalah
kebi jaksanaan pengelolaan lingkungan laut yang paling ter=-
puji.

Pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut dapat
pula berupa peraturan-pernturaﬁfketentuan-ketentuan secara
nasional, transnasional, dan internasional. Disamping itu
tindakan dalam bidang teknik, dengan penggunaan peralatan-
peralatan teknologi seperti instalasi pertambangan minyak
yang memiliki sistem pengamanan keselamatan. Hal ini mut-
lak diperlukan karena ftumpahan minyak di fempat-tempat
yang rawan dapat menimbulkan malapetaka antara lain berupa
ledakan atau kebakaran.

Upaya untuk melakukan pencegahan terjadinya pencemar-
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an sepenuhnya tidz2klah munckin dilakukan karena pada da-
sarnya setiap mengubah lingkunrman dengan melakukan penge-
boran minyak bumi selalu akan menimbulkan masalah ling-
kungan. Kegiatan angkutan minyak, selalu akan menimbulkan
pencemaran baik yang disengaja (uperasiﬂnal] maupun dise-
babkan terjadinya kecelakaan kapal di laut.

Akibat buruk atau kerusakan pencemaran lingkungan laut
oleh minvak ini, pada umumnya diderita ocleh daerah-daerah
pesisir (pantai) sehingga pada gilirannya dapat dikatakan
bahwa negara-negara pantailah yang vpaling menderita pence-
maran ini. Akibatnya, negara pantailah yang harus memikul
kerugian, yaitu menurunnya produksi kekayaan hayati laut,
pembiayaan untuk membersihkan lingkungan dari pencemaran,
dan kerugian yang tidak langsﬁng (daerah wisata, olah raga

)

Eandasnya kapal tanki "Torrey Canyon" pada tanggal 18

dan sebagainya). L

Maret 1967 di muka pantai Inggris, telah menggerakkan du-
nia pelayaran dan masyarakat perkapalan, hingga perlu
menyelenggarakan Konperensi Internasional pada tahun 1969
di Brussel (Belgia)untuk membentuk suatu Konvensi guna me-
lindungi lingkungan laut terhadap pencemaran yang bersum-
ber dari kapal, sebagai penyempurnaan Konvensi London ta-

hun 1954 yang terkenal dengan " Konvensi Fencemaran Laut

1}EMn¢htar'Euﬂumaatmadja. Perlindungan dan FPelestarian
Lingkungan Taut 2 Dilihat dari sudut Hukum Internasion-
nal, Regional & Nasional, Sinar Grafika, Jakarta, 1992,

hal. 49.
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Karena Minyak, 2)

Kasus kapal tanki Torréy Canyon di atas, hanyalah sa-
lah satu dari sekian hanyaﬁ yang terjadi yang telah mem-
perlihatkan secara dramatis akibat pencemaran pada negara
pantai. Akibat-akibat pencemaran dari kapal-kapal tanki i-
nilah yang mendorong IMCO menghasilkan Konvensi-konvensi
tentang Tanggung Jawab Pencemaran untuk memikul ganti rugi
dan hak-hak negara pantai untuk melakukan Intervensi pada
Peristiwa Pencemaran oleh kecelakaan kapal. -

Perkembangan konsep pengaturan hukum pada kedua ma-
salah pokok, yaitu masalah ganti rugi dan masalah inter-
vensi negara pantai pada peristiwa pencemaran lingkungan
laut, merupakan dua hal penting dilihat dari sudut upaya
penanggulangan pencemaran 1§ut sebagai hak dan tindakan
vang dapat dilakukan negara pantal. Kedua hal ini maaing-'
masing diatur dalam: (1) International Zonvention Relating
to Intervention on the High Seas in Cases of 0il Pollution
Casualties (Public Law) dan (2) International Convention
on Civil Liability for 0il Pollution Damage ( Civil Iaw )
dan Protokol tahun 1976. 3)

Pada Konvensi pertama, yang merupakan pokok pembahas-
an dalam tulisan ini, memberikan hak kepada negara pantal

yang terancam kerusakan oleh pencemaran lingkungan laut

E}ﬂﬂt. Munad jat Danusaputro, Bungza Rampai Binamulia Hukum
& Lingkungan, Jilid 6, Binacipta, Bandung, 1987, nal.
106, |

3) Mochtar Kusumaatmadja, OP. cit. hal. 50.
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karena minyak dari kapal, untuk mengambil tindakan-tindak-
an penyelamatan keventingan-keventingannya.

Selain tindakan-tindakan penyelamatan yang sejauh
harus diusahakan terlebih dahulu, Konvensi juga dalam- hal
yang sangat mendesak, memberikan hak kepada negara pantai
untuk melakukan pemusnahan terhadap kapal wyang bersanghkut-
an berikut muatannya untuk melindunezi kenentingan dan ke-
se jahteraan penduduk pantai. Tindakan-tindakan tersebut
dapat diambil di laut bebas yang berdekatan dengan pantai-
Nya.

Selain itu terdapat pula Konvensi-konvensi yang sifat-
nya regional, seperti konvensi-konvensi yang dibuat oleh
ﬁegara-negaré pantai sekitar laut Baltik({Convention on the
Protection of the Environment of the Baltic Sea Area 1974)
Sedangkan dalém rangka pengatufan lingkungan Laut TEngaﬁ,
pada tahun 1975 telah diadakan Konperensi di kota Barselo-
na Spanyol, dan menghasilkan Konvensi tentang Perlindungen
Launt Tengah.dari Pencemaran yang disahkan pada tahun 1976,
Femudian antara Denmark, Finlandia, Worwegia, dan Swedia ,
telah pula diadakan persetujuan-persetujuan kerjasama un-
tuk menjamin penerapan pelaksanaan ketentuan-ketentuan hu=-
kum tentang pencegahan pencemaran laut oleh minyak tahun
1967.  Persetujuan mengenai pengaturan pencegahan pencemar=

an Taut Utara diadakan di Bonn tahun 1969, 4)

4) at, al., Segi-gegi Hukum Pencemaran
Eingizizzﬂ Ez:zmgieh Hinyaﬁ Bumi a1 Indonesia, hal. 23.
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- Kerjesseme antars Indonesis, Malaysia, den Singapura
untuk perlindungsn terhadap pencemsran leut di wilsyeh
p§rairan negara-negars tersebut ysitu: di Selat Malake dan
Selat Singepura. Sejek tshun 1971, antaras ketiga negera
tersebut telsh diadsken beberaps keli pertemusan.

Sesudsh peristiws kandessnys kepel tanki "Showa Maru”
teleh disdsken pertemusn tingkst menteri pedes bulan Feb-
ruari 1975, dan menghasilksn "Joint Declaration" yang me=
muat :

1. Dewen tentsng keselsmstsn pelaysren den pengawassn pen-=
cemaran lsut di Selat Mslska/Singspura tingket Menteri;
2, Beberspa rekomendasi tentang tindsken-tindakan, terme-
puk :
(i} @& Treffic Separstion Scheme (TTS);
(ii) koordinesi "National Contigency Plen" untuk men-
cegaeh dan menanggulangl pencemaran oleh minyak;

(1ii) perjenjisn tentang wExpert Group on Merine Follu-
5)

tion".
Negara-negsrs yeng termaguk enggota ASEAN yaitu : In-
donesis, Maleysis, Singspura, Philipina dan Theilend { wal-
tu itu Brunsi Darussslam belum menjadi snggots ASEAN),
mengadakan kerjasgems dalam hal terjadinya kecelsksen laut
yeng menimbulksn pencemsran. Kemudian mendirikan "the Ex-
pert Group on Marine Follutiom® di bawah "Stending Commit-

tae on Shipping" dari ASEAN, yeng mengadaksn pertemusn-

5) Munedjat Denusaputro, OP. eit. hal. 77
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pertemuan untuk menangani terutama Drafft Regional Conti-
gency Flan dalam hal terjadinya kecelakaan di laut yang
menimbulkan pencemaran laut.

FMelalui komite tersebut di atas, telah diadakan atudi
perbandingan tentang aspek#uspék hulkum pertanggungjawaban
negara mengenai berbasgai masalah pencemaran dari sudut
penglihatan berhagai sistem hukum antara negara-negara A=
gia Afrika oleh Expert Groun. 5)

Dilihat dari segi pengaturan hukum, maka usaha-usaha
untuk mencegah terjadinya pencemaran laut oleh tumpahan
minyak khususnya dari kapal tanki, perlu secepatnya menda=
patkan perhatian dan penanganan secara terpadu, terutama
dari segi hukum nasional, karena peraturan-peraturan dari
segi hukum internasional sudéh cukup memadai, terutama a-
tas perhatian dan prakarsa badan-badan khusus PEB yang me-
ngurus bidang maritim.

Adapun yang perlu diatur ialah : (1) membatasi dan
melarang tumpahnya minyak bumi dengan sengaja (intentional
discharge of 0il); (2) mencegah timbulnya polusi minyak
karena kecelakaan; (3) mengurangi dan membatasi terjadi-
nya kecelakaan yang menimbulkan polusi minyak; (4) mewa-

jibkan tanggung jawab karena tumpahan minyak. 7)

6) R. Gunawan Oetomo, OD. cit. hal, 26

1), hachter dan Sewer, Marine Pollution Problem, A-

Eﬁgsggai;Jurual of International Law, 1971, hal, 92; di=-

kutip dari Komar Eantaatmadja, Funga Rampai Huggm %i?g-
kungan Laut Internasional, Bandung, Alimni, 1982, .

49.
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Pencemaran laut itu sifatnya transpasional (melewati
patas-batas negara), karena jiks minyak tumpah ke laut da-
lam jangka waktu yang sinﬁkat akan menyebar ke mana-mana
karena terbawa arus, pelombang, tiupan angin, dan kemung-
kinan alkan mencemari bapgian laut dari wilayah beberapa ne-
gara yans berdekatan.

Untuk memudahkan pencegahan dan penanggulangannya,
sangat dibutuhkan ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan
vang bersifat transnasional. Hita patut bergembira kiranya
karena dewasz ini hal tersebut sudah dirintis dengan ada-
nya kerjasama-kerjasama regional dalam hal pencegahan dan
penangpgulangan pencemaran laut sebagaimana diuraikan di a-
tas.

Dalam perundang-unﬂangaﬁ nasional kita telah diatur
mengenai pencemaran yang bersifat transnasional sebagaima-
na tercantum dalam pasal 4 (e) UU ¥o. 4 tahun 1982 dimana
dikatakan terlindungnya negara terhadap dampak kegiatan di
luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pence-
maran lingkungan.

Karena sifat dari pencemaran laut oleh minyak bumi
yang transnasional, maka adanya. pola penanggulangan nasio-
nal (national Contigency plan) darl masing-masing negara
merupakan suatu keharusan, khususnya untuk dapat menangani
masalah—masalah yang timbul geketika, terlebih bagi nega-
guatu wilayah tertentu, yang dilihat dari

ra—uegara dari

segi pencemaran laut meruPﬂkaﬂ negara yang berbatasan dan
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karenanya mempunyai kepentingan yang serupa, sehiﬁégﬁ‘“ﬂi—
perlukan suatu bentuk kerjasama di antara nezara-negara
tersetut. Karenanya maka ‘suatu kerjasama antara negara-
negara ASEAN dalam rangka pencegahan dan penanggulangan
pencemaran laut merupakan hal yang penting dalam usaha un-
tuk melakukan suatu koordinasi, sehingga dapat dilakukan
suatu upaya terintegrasi di antara anggota-angzotanya. 8)
Kembali pada pokok bahasan tentang hak negara pantai
di lautan untuk mengatur pencemaran laut, pada dasarnya
hukum internasional umum mengenal prinsip bahwasanya nega-
ra-negara pantai mempunyai kekuasaan untuk mengatur ten-
tang.kemungkinan terjadinya pencemaran terhadap wilayah
lautnya. Tentunya hal demikian didasarkan atas kepentingan
khusus dari negara pantai yang bersangkutan, yang perlu
mendapat perlindungan dari pencemaran lautnya. IHal terse-
but bertitik tolak dari pasal 17 Konvensi Jenmewa 1358 yang
berbunyi sebagai berikut :
B e the 1evs sl rosilebicas Wneoted
by the coastal State 1in confirmity with these arti-
ocles and other rules of international law and, in
particular, with such laws and regulations relating
to transport and navigation. _
Pengertian "transport! dan "navigation" harus mendap

pat penafsiran yang luas sehingga mencakup masalah pence-

maran laut. Namun demikian untuk lebih jelasnya perlu di=

8) Komar Kantaatmadja, Gantirugl Internasional Pencemaran
Minyak di Leut, Alumni, Pandung, 1981, hal. 53
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teliti pasal 16 ayat 1 yang mensemukakan :

The coastal State may take the necessary steps in its

teriitﬂrial sea to prevent passage which iz not inno-
cent.

Sedang nerkataan "toke steps" dapat ditafsirkan seba-
gai mencakup masalah pencemaran laut, denran syarat bahwa
sepanjang pelayaran tersebut non-innocent passage. Menurut
ketentuan dari pasal 14 digambarlkan sebagai "passage pre-
judicial to the peace, good order or security of the coas-
tal state". 2)

Dalam hal tidak diikutinya ketentuan tentang pelayar-
an dan pengangkutan tersebut di atas maka bagi kapal asing
itu (akan) dapat diancgap sebagai telah melakukan hal yang
merupakan suatu ancaman bagil negara pantai, karena jelas
bahwa kapal-kapal yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan
yang menyangkut wmasalah pencegahan pencemaran laut dari
negara pantai dapat ditolak untuk memasuki perairan maupun
pelabuhan negara tersebut. Namun harus diakui bahwa peno-
lakan untuk masuk perairan maupun pelabuhan negara terse-
but (penolakan menggunakan hak lintas damai di laut teri-
torial) adalzh suatu hal yang serius dalam hubungan antar-
negara yang bersangkutan, dan daiam hal akan diambil tin-

dakan sedemikian negara pantai harus mempunyai alasan yang

kanat.

9}:Knmar Rﬁntaatmadja, Masalah Pencegahan Fencemaran Laut
| i i j EF titiz No. & ta-
dan Hak ILintas Damai, Majalah Fro Jus 13

hun 1978, nal. 2453.
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Dalam melakukan vpencegahan dan penanggulansan terha-
dap pencemaran laut oleh minvak bumi dari kapal tanki, pe-
merintah Indonesia (cq. Dirjen, Perhubungan Laut dan Dir-
jen. MIGAS) telah menpeluarkan dua Surat Keputusan Fersama
yaitu :

1. Prosedur Tetap (Protap) Pencegahan dan Penanggulangan
Fencemaran Laut olsh HMHinyak Dumi di Selat Malaka dan
Singapura Nomor DKF.49/1/2 Momor 27/Xpts/DM/Migas/1981;

2. Progedur Tetap (Protap) Pencegahan dan Penanzgulangan
Pencemaran Laut oleh Minyak Dumi di Selat HMakassar dan
Selat Lombok ¥Wo. 49/1/1 Wo. O1/EKpts/DM/Migas/1981.

Dalam ﬁaaha mencegah dan menangsulangi pencemaran la-
ut oleh minyak bumi, kedua Frotap tersebut telah mengatur
beberapa ketentuan yang pentiﬁg.berikut ini,

Dalam rangka pencegahan pencemaran laut oleh minyak
bumi, EKAKANWILHUBLA setempat mengadakan pengawasan atas
lalulintas kapal-kapal tanki dalam wilayah kewenangan ma-
aing-masing.

KAKANWILHUBLA setempat kemudian mengadakan tindakan-
tindakan pengamanan untuk mencegah terjadinya pencemaran
laut oleh minyak bumi dengan :

2. memonitoring, menerima dan mencatat kapal-kapal tanki
yang melalui Selat Malaka/Singapura, Selat Makassar/

. Lombok;
h. meﬂdetﬂksl tumpahan minyak bumi dari kapalukapal tanki

yang dapat menimbulkan pencemaran laut.
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Ehusus kapal-kapal tanki yang melalui Selat Makassar
dan Selat Lombok, wajib menyampaiﬂan laporan kepada KAKAN-
WILHURLA cq. Syahbandar yang terdekat.

Sedangkan mengenai venanggulangan pencemaran layt o-
leh minyak bumi, diantaranva disebutkan bahwa setiap lkanal
tanki yang menralami kecelakaan, dan pihak lain yang me-
ngetahul adanya pencemarzn wajib melaporkan kepada KAKAN-
WILHUBLA cg. Syahbandar terdekat. Syahbandar wajib mengam-
bil tindzkan penanggulangan dan pembersihan pencemaran la-
ut eleh minyz2k bumi. Pembersihan tersebut harus sesuai de-

ngan tatacara yang telah ditentukan.

B. Indonesia Terletak pada Posisi Silang dan Dampaknya

Terhadap Kelestarian Lingkungan Laut,

Pada tanggal 15 Desember 1957 Pemerintah Indonesia
mengeluarkan suatu pernyataan (Deklarasi) mengenai wilayah
Perairan Indonesia.

Deklarasi tersebut bertujuan wuntuk menjamin integri-
tas teritorial dari wilayah negara Indonesia sebagal suatu
kesatuan yang bulat, yang meliputi unsur tanah (darat) dan
air (laut). Disamping itu segl keamanan dan pertahanan
juga merupakan aspek yang gsangat penting daripada kebi jak-
ganaan Pemerintah mengenai perairan Indonesia,

* Melalui pernyataan (Deklarasi) tersebut Pemerintah
Iﬁﬁgnesia memperkenalkan kepada dunia luar mengenal konsep

nuaantafa yang sekarang kita kenal dengan "Wawasan Nu-



44

santaran.

Semula konsepsi Nusantara tersebut mendapat tantangan
yang cukup berat terutama dengan adanya penolakan dari A-
merika Serikat, Australia, Inggris, Belanda, dan Selandia
Baru., Usaha untuk mempercleh pengokuan konsep Archipelago
di forum internasional . pada Konperensi Hukum Laut I Jene-
wa, belumlah membawa hasil yang diharavpkan. 10)

Pada tahun 1960 keluarlah Undang-undang No. 4/Prp/
1960 tentang Ferairan Indonesia, sebagai penjabaran dari
konsep NMusantara 13 Desember 1957. Kemudian pada tahun
1973 konsep MNusantara sebagai manifestasi pemikiran poli-
tik telah lebih mantap dengan ditetapkannya "WAWASAN NU-
SANTARA" dalam Ketetapan MPR Nomer IV/MPR/1973 tentang Ga-
ris garis Besar Haluan Hegara.

Dengan disahkannya Xonvensi PBB tentang FHukum Laut
tahun 1982, dengan sendirinya perjuangan banzsa Indonesia
di forum internasional mengenai Negara Kepulauan (Archipe-
lagic State) telah membuahkan hasil. Ini berarti bahwa
konsep ilusantara telah mendapat pengakuan dunia, sebagai-
mana tercantum pada pasal 46 Konvensi Hulum Teut (ELH)
1982 dimana dikatakan 3

"Intuk maksud Knnﬁensi ini =

(a) "Negara Kepulau?n" perarti suatu negara yang se-

luruhnya terdiri dari esatu atau lebih kepulauan

dan dapat mencakup pulau-pulau lain;
(b) ﬂKepulguan" perarti suatu gugusan pulau, termasuk

10) Mochtar Kusumaatmad ja, Hulum Laut Internasional, Bina-
cipta, Bandung, 1978, hal, 130, —
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bagian pulsu, persiran di entesrenys den lein-lsin
wujud alsmish ysng hubungennye setu ssme lainnya
demikisn erstnys sehinggs pulsu-pulau, persiran
den wujud slamieh lainnye itu merupaksn suatu ke-
satuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki

8tau yeng secara historis disnggap sebagai demi-
kian",

Sedangken mengenal kedsuleten Negara Kepulsuan dapat

kita jumpeai psda passl 49 sebagai berikut :

1. Kedauletan sustu Negara Kepulsuan meliputi perair-
en yeng ditutupi oleh geris pengkel kepulauan,
yanz ditarik sesusi dengen ketentuan psssl 47, di-
sebut sebagei perairan kepulauen, tenpa memperha-
tikan kedalemen etsu jaraknya dari panteaij; _

2, Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas per-
airan kepuleauasn, jugs deser lsut den tansh di ba-
wahnya, dan sumber keksysan yang terkandung di
dalamnye; ;

1, Kedeulatan ini dilaksenskan sesuai dengsn keten-
tusn Bab ini.

Indonesia sebagei negers kepulausn memiliki wileyah
fang gebegian bessr terdiri deri lsut (hempir duspertiga).
Jumlsh totel pulsu-puleu sda sekitar 13,667 buah pulau.
Yang tercakup lues kepulausn Indonesie dengen batas 12 mil
kureng lebih 5.193.250 kilometer persegi. Luss daraten ku-
rang lebih 2.027.087 kilometer persegi dan luas persiran
(lautan) kurang lebih 3,166,163 kilometer Perﬂagi11j. Kini
terdapat pandgnganfpendapat yang menyatakan bahwa jumlsh
pulau-pulsu di Indonesis sdalah sekitar 17.000 pulau.

Dalam posisi dunisa, Tndonesis terletak sntara dua be-
nus yeitu Benus Asis den Benue Austraslis, den sntara dus

gamudera yeitu samudera Pasifik den Samudera Hindia, yang

11) yarian Kompas, Tanggel 18-5-1982, dikutip dari Munadjet

ﬁ_—‘E"E—‘.!Iawaan Nusentara ( Dalam Hukum Laut PBB
tiﬁﬂﬂﬂﬁEBEGE, Bandung, Alumni, 1983, hal. 308.
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kini oleh banyak kelangan juga disebut Samudera Indonesia,
sekelipun belum mendaspet pengskusn secara internssional.

Kerena pulsu Indonesia dispit oleh dus benua dan dua
samudera, mekes Indonesis berads psds cross-road position
(posisi silang).

Leteak keduduken geografis "Negeras Kepulesuen" Indone-
sia, yang terletsk di enters duas benus dan dua ssmudera i-
tu, menumbuhkan eiri khusus juge kepsde Indonesia jika di=-
tilik deri sudut permssalehsn pencemaran lsut.

Negera Kepulausn/Nussntera mempunyai sifet dan eiri
vang sungguh khes (kepada perwujudan Negara Kepulaueun In-
donesis), sehinggs perlu jugs dipikirkan dan diperhitung-
kan menakasle ingin mencari sustu sistem pengelolaan nasio-
nal begi pengendslisn messlsh pencemarsan lautnys. Salsh
gatu faktor yang sungguh mencnjol adalsh behwa Lautan Nu=-
gantara terbuka dari dan ke segala penjuru sehingge pence-
maran dari lusr mudsh masuk, sebaliknys pencemarsan dari
dalam lsuten Nusantera sangst mudah kelusr mempengeruhi

laut-laut sekelilingnya. 2)

Mengingat Indonesis sebsgai Negera Kepulsusn dimana

ungur lsutnys merupakan hampir 70 % dari seluruh wilaysh

negara, maka sudsh gepanteasnys Indonesia menaruh perhati-

an yang besar terhadap jenis messlsh lingkungen tersebut,

demi menyelamatken kekayasn slam lautnys yeng sungguh ber=-

! 2} St. Hunﬂd

at Danussputro, Taneheir dan Wawasan Nusan-
tara, MﬂEES TN

T-AL SESK0O ABRI, Jekarts, 1974, hal. H.
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harga. Sejauh pencemsran laut uiakibatkanxﬁiﬁh Isiﬁiintss
kapel, perlu disadsri tentsng posisi geografis Indonesia
dengen lsutennys yang terletak di tengsh-tengsh persim-
pengan jelan lesut yang senget pedet deri Ssmuders Hindis
ke Semudera Pasifik demikien pule sebsliknya dari darstan
Asia ke Benua Austrelia., Posisi geografis Indonesia di te-
ngeh=tengah persimpengen jelan lsut yang ssngat padat 1itu,
sudah dengen sendirinys mengakibatksn mudahnys lsutan in-
donesia dicemarkan oleh kapel-kaspsl yang melintasinya.

Pencemaran lsut di Indonesis oleh kapal-kapal ternya-
ta sungguh sangat meningkat, sejsk pengengkutsn minyek de-
ngen kepal-kepal tanki .raksasa{(?ary Large Crude Carrier)
mulai menjadi cara ygﬁg banyek digunaken oleh negarae-
negara industri meju seperti Jepang. Lebih dari 90 % ke-
perlusn minyek industri Jepang didetangkan deri Timur Te-
ngah, yang disngkut melalui lsutan Indonesia. Belum lagi
dihitung jumlsh minysk yang diangkut oleh negsra-negara
lain, yeng jugs menggunaksan kapal-kapsl tanki raksasa yang
berukuran lebih dari 200.000 dwt.

Pencemaren lingkungen leut adaleh hanya salah satu
wajah beleka daripade lingkungsan lsut, khususnya sebagai

salsh satu wadah perlindungsn lingkungan laut. Oleh sebab

itu tata pengaturannys supaya mengikuti hakekat dan sifat

1ingkungsn itu, Bagi lingkungan laut Indonesgie hendaknya

selelu ditinjau hardasarkan ‘lawagan Hugantsra dalam arti

"Negarsa Kepulauen" yang memiliki posisi sileng dunia seba-
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gal titik-pusat lelu lintes ysng padet den remai. Oleh se-
beb itu bahsya pencemsrsnnys sengat tinggi, epalagl lsutan
Indonesia sudsh terkensl sebesgei laut ysng sangst kﬂtur.13]

Sebagei sendi pokok ketstenegarssn Republik Indoneais
Wawasan Nusentara herus melendasi semus tindek kanegﬁraan
dan perbuatsn kenegersan. Dengen demikisn msks sistem pe=-
ngelolasn Nesional untuk mengendsliken pencemaran laut In-
donesia, tidek bisa lain kecusli hsrus dilandasksn kepada
Wawasen Nussntara, sebageimena dikstsksn dalam Tap MFR No.
IV/MPR/1973 tentsng Garis-geris Besar Hsluan Negsra (GBHN)
pada Bab IT huruf E bahwa 1

"Wawasan untuk mencapal tujuan Pambangunan Naaional
sdelah Wewssen Nusantara".

Untuk pertsma kelinys mesalash pengsturan pengelolaan
sumber days slam dan lingkungen secara nasional baru dila-
kukan peda tahun 1973, yaitu dengsn dimasukkennya hal ini
dalam GBHN tersebut di atas.

Namun sebagsi lengkeh swal, Menteri Negara Penertiban
Apsratur Negsra (PAN), teleh mengadskan repat Pengelolaan
Lingkungen Hidup dsn Pencegehen Pencemarsn pads bulan Juni
1972, Sebagaei persiapan menjelang Konperensi Stockholm te-
lah diselenggarsken gebuah seminar tentang "Pengelolaan

Lingkungen Hidup dan Pembangunan Nasasionsl" di Bandung pada

tenggal 15 gempal dengan 18 Mel 1972,
Sebagai tindsk lanjut deri Konperensi Stockholm 1972,

13) 4. yunsdjat Denuseputro, op. cit. hal. 105 - 119,
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Pemerintah RI membentuk Panitia Interdepartemental yang

disebut Panitia Perumus dan Rencans Yeria bagi Pemerintah
di Bidang Pengelolaan Linékungan Widup, berdasarkan Kepu-
tusan Presiden Yomor 16/1972, 127 ,

Panitia ini berhasil merumuskan program pembangunan
lingkungan dalam wujud Bab IV dalam Repelita IT berdasar-
kan butir 10 Pendahuluan Bab III GIHE 1973-19278.

Dalam rangka aparatur lingkungan hidup telah diangkat
untuk pertama kali dalam kabinet, yaitu dalam Kabinet Pem-
bangunan IIT, seorang Menteri yang mengknardinasiﬁan apa-
ratur pemerintah dalam pengelolazan sumber daya alam dan
lingkungan hidup, yaitu Menteri Negara TFengawasan FPemba-
ngunan dan Lingkungan Hidup disingkat PFPLH.

Untuk pertama kali Menteri FPIH dijabat oleh Bapak
Prof. Dr. Emil Salim, guru besar ekonomi pada Universitas
Indonesia.

Ttulah sekilas tentang awal mula pengaturan masalah
lingkungan hidup di Indonesia.

Kembali kepada pokok perscalan di atas, maka atas da-
sar Egteéapan MER tersebut di atas yang menggariskan bDahwa
Wawasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional adalah
Wawasan Nusantara, maka dikatakan bahwa Wawasan Nusantara

adalah Wawasan Pembangunan Nasional. Oleh sebab itu apabi-

15- i .ogoemantri, Hukum Tata Lingkungen, Edisi
19) Kpommaat Hertjososmanizl, e fers LopRE M08
L]

hal. 23.
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e ‘ .
la diinginkan untulk menciptakan dan membangun suatu sistem

pengelolaan nasional untuk mengendalikan pencemaran laut
Indonesia, dasarnya tidak lain kecuali Wawasan Nusantara.

Dengan pokok-pokok pikiran tersebut di atas, telah
kita temukan dasar dan landasannya untuk bertindak, baik
tindakan itu berupa mencari pola zt=u sistem yans sudah a-
da, dengan verubahan-perubahan dan penyesuaian yang diper-
lukan oleh ciri-ciri FKhusus linckungan laut nusantara,
maupun berupa pikiran sendiri guna menyusun sistem penge-
lolaan nasional yanes khas Indonesia.

Pokok=-pokok pikiran yang akhirnya bermuara kepﬁda Wa-
wasan Nusantara itu merupakan patokan dan pembakuan asasi
jika kita akan membangun suatu sistem pengelolaan nasional
untuk mengendalikan pencemaran laut nusantara. Hal ini ra-

sanya perlu mendapat tekanan, jusiru karena itu kita ber-

maksud menangani masalah yans menyentuh dan mengenal lang-

14)

sung Lautan Husantara.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan

bahwa sistem Wawasan Nusantara dengan Negara Nusantara

(Hegara Kepulauan} memberikan peluang yang sifatnya lebih

mempermudah perlindungan wilayah laut Indonesia dari ke-

mungkinan terjadinya pencemaran lingkungan laut oleh tum-

pahan minyak serta pengambilan tindakan-tindakan hulum,

pengaturan, pencegahan, dan penanggulangannya karena 3

14) Et..Hunadjat Danusaputro, 0D. cit. hal. 146.
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(1) dengan pengaturan wilaysh laut Tussntara ini, wilayah
laut Indonesia tidak tErh?Ei"bagi (fragmented) menjadi la-
ut wilayah (territorial waters) dan laut lepas (high seas)
lagi tetapi mempunyai jurisdiksi yang penuh (overal ju-
risdiction); (2) kewajiban negara pantai untuk melindungi
dan melestarikan lingkungan lautnya vyang bukan saja laut
wilayahnya tetapi berlanjut kepada zona ekonomi eksklusif-
nya (exclusive economic zone).

Karena itu dalam rangka pemikiran yang bertolak pang-
kal pada Wawasan Nusantara, maka masalahnya adalah karena
secara internasional perlindungan hukum bagi wilayah lant-
an Nusantara darl pencemaran sudah merupakan ketentuan

15)

yang mendapat konsensus dari negara-negara.

0. Ketentuan-ketentuan Hulkum Indonesia tentang Pencegahan

dan Penanggulangan Pencemaran Laut,

Dalam pidate Dies Natalis ke-22 Universitas Pad jad ja-
ran, Mochtar Kusumaatmad ja 16) mengemukakan bahwa dalam
perjuangan Wawasan Wusantara kita, satu tahapan telah kita
lalui dan tahapan lain yang lebih mengandalkan pada kemam-
puan diri sendiri untuk melakukan tindakan-tindakan dan

upaya pengelolaan telah terbentang di 'hadapan kita, kare-

nanya hukum memﬁunyai peranan untuk menyusun suatu kﬂnsﬁp-

15} ¥amar E_antaa%madja, op. eit. hal. 122

16) Mochtar Huaumﬂatmadja, Punpga Rampai Hukum Laut, Bina-
cipta, Bandung, 1574, hal. 177
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si pengelolaan linskungzap laut yang rasionil, yeng terdiri

dari =

1. mengamankan lingkungan laut Nusantara sebagai wadah a-
tau sarana fisik tersebut; dengan menanamkan kedaulatan
atas perairan lusantara, maka peranan ini telah terlak-
sana; dan

2. dengan pengaturan menjaga keserasian antara pelbagai
renggunaan lingkungan laut Nusantara yang dilakukan se-
cara sektoral (structural functional).

Adapun sebagai tujuan dari pengaturan dan penjagaan
keserasian antara pelbagal penggunaan linghkungan laut nu-
santara ini tentunya di samping penyerasian penggunaan la=
ut itu sehdiri adalah juga diambilnya berbagai usaha baik
berupa pencegahan maupun yang bersifat ' wepresif ferhadap
herhégai pelanggaran dan pelaku pencemaran laut, khususnya
di bidang hukum.

Adalah sudah dimaklumi bahwa banyak upaya dalam ber-
bagai bidang yang dapat diambil untuk prevensi maupun re-
presie dari pencemaran laut ini, bahkan di Tbidang hukum,
upaya sedemikian juga mempunyali corak dan ragam. Misalnya
bagi kita adalah dalam menelaah praktek berbagai negara
g telah lama melakukan langkah-langkah ini yang

besar yan

dikenal sebagai tindakan unilateral negara pantai di satu

pihak, dan upaya-upaya yang tersedia dalam hukum interna-
]

siinal di lain pihak menentukan pola yang manakah yang

paling cocok dengan pola pengaturan laut Nusantara kita.
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Sejala _ |
J n dengan sumber hukum internasional dan regio-

- nal mengenai pencemaran laut sebagaimana diuraikan terle=

bih dahulu, maka sangat perlu kiranya untuk meneliti dan

membahas sumber hukum pencemarzn secara nasional.
Berikut akan dibahas sumber hulum pencemaran baik
sebelum Kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan.
Sebelum zaman kemerdekaan, memang tidak terdapat sum-
ber hukum yang dinamakan secara tegas hukum pencemaran la-
ut, akan tetapi +telah ada beberapa peraturan hukum yang
memuat asas-asas dan ketentuan tentang Fencegahan dan Fe-
nanggulangan Pencemaran Laut, sepertl @ 17)
a. Het Reedea Reglement 1925 (Stbl. Wo. 550/1925, seperti
diubah dan ditambah dengan Stbl. Wo. 237/1927 dan 5tbl.
No. 381/1930;

b. Loodsdienst Ordonnantie 1927 (Stbl. Hn.-EEf1EET];

¢. Petroleum Opslag Ordomnantie 1927 (Stbl. 199 Jjis/19274
seperti diubah dan ditambah dengan Stbl. 547/1927,5tbl.
39/1930, Stbl. 168/1931, Stbl. 79/1935, Stbl. 252/1940)

d, Petroleum Opslag Verordening 1927 ( Stbl. 200 jis, se=
perti diubah dan ditambah dengan Stbl. 482/1927, Stbl.
435/1927, Stbl. 30/1929, Stol. 371/1931, 5tbl,.510/1931,
Stbl. 80/1935, Stbl. 150/1940);

er Ordonnantie 1927 (Stbl. 214/1927);

rdening 1928 (Stbl. 144 jis/1928,

e, Petroleum Vervo

f. Petroleum Vervoer ?erg

17) 8t. Munadjat panusaputro, 0P cit. hal. 81.



o4

seperti diubah dan ditamban dengan Stbl. 82/1940, Stbl.
50/1947) ;

£« rijnpolitie Reglement 1930 (5tbl. 341/193%0, seperti ke-
mudian diztur kembali dalam peraturan Menteri Pertem-
bangan Komor 04/F/M/Pertamb/1973); dan

h. Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonmantie 1939

(Stbl. 442/1939),

Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, melalui prosedur
Feraturan Femerintah Pengganti Undang-undang, Deklarasi 13
Desember 1957, ditetapkan menjadi Peraturan Femerintah
Pengganti Undang-undang, yaitu dengan Undang-undang ¥o. 4/
Prp/1960 sebagai dasar dikeluarkannya peraturan-peraturan
hukum yang secara jelas mengatur Fencegahan dan Fenanggu-
langan FPencemaran Lingkungan Laut, sekalipun tidak disusun
sebagal suatu perundang-undangan Laut tersendiri, seperii:.
a. Undang-undang No. 44/1960 tentang Pertambangan Minyak

dan Gas Bumij
b. Surat Eepuimsan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota

Jakarta No. Bd.15/4/36/70 tentang Larangan bagi Eapal~

kapal Tanki untuk Membuang Minyak ke Atas Permukaan A-

ip Laut di Sekeliling Gugusan Kepulauan Seribuj

Undang-undang NO. 8/1971 tentang Perusahaan Fertambang-
C. Unaang=

an Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) ;

d. Undang-undang No. 1/1973 tentang Landas Kontinen Indo-
. n -

ﬂneaiai

Peraturan Menteri Pertambangan No. o4 /B /M /Pertamb. /1973
€.
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tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Pera-

iran Dalam Kegiatan sksplorasi dan/atau Bkspleitasi Ki-

nyak dan Gas Dumi;

f. Instruksi Direktur Direktorat Perkapalan Pertamina No.
07/Inst. /PSH/1973;

g. Feraturan Femerintah No. 17/1974 tentang Pengawasan Fe-
laksanaan Eksplorasi dan fksploitasi Finyak dan Gas Bu-
mi di Daerah Lepas Pantai;

h. Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Wo. 390/kpts/
DR/DU /1974 tentang Feraturan-peraturan Umum Pencsgahan
Fencemaran;

i. Undang-undang NWo. 5/1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia;

j. Undang-undang No. 9 tahun 1985 tentang FPerikanan.

Pada umumnya ketentuan-ketentuan Indonesla yang me-
nyangkut pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut,di-
buat berdasarkan pembagian secara sektoral, sehingga wewe-

nang untuk menyelesaikan masalah ditangani secara sektoral

pula., Yang dimaksud ialah bahwa tanggung Jawab dan wewe-

nang ada pada masing-masing sektor. Meskipun demikian per-

aturan-peraturan tersebut dapat digunakan sebagai pedoman

penyelegaian pencemaran laut di Indonesia.

Agar supaya peraturan-peraturan pencemaran lingkungan

laut itu berlaku secara pasional, maka sudah menjadi kebu-

tﬁﬁan 3ang'sangat mendesak akan adanya peraturan tersendi=-

mengatur gecara kKhusus tentang pencegahan dan pe-

ri yang
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BAB IV
WIWZIMANG HEGARA PANTAT

£

UFTUK PMELAKUEAN TINDAK FERCUGAHAN
FEICSHARAN LAUT OLEN TUMPAHAN MINYAK

A. ¥eharusan llegara Pantai untuk Menzadakan Peraturan

Pencegahan Fencemaran Laut oleh Hinyak.

Hengenai wewenang nergara nantz2i untuk mengatur pence-
maran di lautan pada dasarnya hukum internzsional mengenal
prinsip bahwa: Vesara Fzntai mempunyai kewenangan atau ke-
kuasaan uantuk mengatur tentang kemungkinen terjadinya pen-
cemaran terhadap wilayah lautnya. Hal demikian didasarkan
atas kepentingan khusus dari negara pantal yansz perlu men-
dapat perlindungan.

Baik tumpahnya minyak 1tﬁ terjadi di laut wilayah a-
taupun terjadi di laut lepas, akan memungkinkan tumpahan

minyak tersebut menjalar dan menimbulkan ancaman terjadi-

nya pencemararn di laut wilayah.

Sebelum Konvensi Brusasel 1969, EKonvensi Jenewa 1958
menrenai Laut Lepas, pasal 24 telah mengatur mengenai ke-

harusan negara pantai untuk membuat peraturan-peraturan

guna mencegah pengotoran laut oleh minyak yang dibuang o-

leh kapal-kapal atau dari pipa-pipa minyak atau yang dise-

babkan eksplorasi dan eksploitasi di dasar laut dan tanah

dibawahnya (seabed and gubsoil), dimana dikatakan bahwa 2

lations to revent
wgvery State shall drav up regh £ ol

i 1 from
. sas by the discarge O
pollution Eialﬁgzﬂ B8 esulting from the exploitation
ships or P
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and exploration of +h : . o
into account of e seabed and its subsoil, taking

subject! existing treaty provisions on the

Dengan dicantumkannya masalah pengotoran laut oleh
minyak dalam FKonvensi Jenswa 1958 ini, berarti bahwa.ben-
cana yang ditimbulkan oleh tumpahan minyak terhadap laut
merupakan masalan nasional dan internasional sehingza per-

lu diadakan pengaturan oleh masing-masing negara untuk
mencegahnya.

Bagl negara-negara peserta Eonvensi Jenewa 1958 yang
telah meratifikasinya, khususnya Ilonvensi mengenai Laut
- Iiepas, maka pasal 24 yang merupakan suatu ketentuan umum,
merupakan dasar bagl pembentukan Undang-undang mengenai
pencemaran laut oleh minyak.

Karena pencemaran itu seﬁdiri adalah bersifat trans-
nasional dan trans-frontier, maka pengaturannya harus ber-
gifat dan memiliki daya jangkau trans-nasional pula dalam
berbagai arti. Maksudnya adalah bahwa ketentuan pencemaran
laut tersebut berlaku bagi setiap kapal tanpa memandang

bendera kapalnya. Sepanjang kapal itu berlayar di wilayah

laut negara pantai, akan berlaku ketentuan pencemaran laut

dari negara pantal taerasebut, juga ketentuan-ketemtuan itu

hingga batas-batas tertentu mempunyal daya jangkau ekste-
ritorial.

Dalam Konvensi Brussel 1969 dikatakan bahwa negara-

& Konvensi dapat mengambil langkah-langkah
a

negara peser
| untuk mencegah, menguarangi, dan me=-

yang dianggap perlu
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ngendalikan bahaya atau kerusakan yang mungkfnmi;rjaﬁiﬁfﬁi
laut wilayahnya yang diakibatkan oleh pencemaran laut oleh
minyak karena kecelakaan yang terjadi di laut lepas atau

karena kegiatan lainnva.

k

Tindakan pengaturan dan pengendalian pencemaran laut
sanrat penting dilakukan untuk menyelamatkan laut atau
pantainya dari bahaya yang menszancam kelanmsungan hidup
sumber hayati laut. Sudah menjadi kewajiban negaralah un-
tuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut dengan
membuat peraturan hukum yang dimzksudkan untuk melindungi
dan melestarikan lingzkungan laut.

Beberapa negara pantai telah mengambil tindakan seca-
ra unilateral untuk melindungi wilayah lautnya dari pence-
maran minyak. Sebagai contoh ﬁkan diuraikan secara sing-
kat dua negara yang telah melakukan tindakan atau langkah-
langkah yang dianggap bermanfaat, untuk mempertahankan wi-

layah lautnya dari kemungkinan pengaruh buruk pencemaran

oleh minyak bumi di laut yaitu Amerika Serikat dan Eanada.

Amerika Serikat di dalam Herbors and Rivers Act 1899,

ditentukan bahwa dalam hal terjadinya tumpahan minyak bumi

di perairan laut smerika Serikat, diancam ketentuan denda

gebesar US § 2.500, ataw penjara hingga setinggi-tinggi-

nys satu tahun ataupun gabungan keduanya.

pi dalam 0il pollution Act 1924, ditentukan bahwa ka-

akukan pencemaran dengan tumpahan minyaknya

pai yarng me 1 .
sebanyak US § 10.000, suatu jumlah

dapat dikenakan denda
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yang walaupun relatif sedikit bagi suctu tumpahan minvak

di laut yang menyebabkan Pencemaran, tetapi telah jauh me-

lamnaul jumlah yang ditetaﬁkan

16829,

oleh Herhors and Rivers Act

Ketentuan penting menyangkut pencemaran laut oleh mi-
nyak dewasa ini adalah The Yater Muality Improvement Act
1970. Bamian yenrt paling pentineg deri padenro islah dencan
ditambahnya dua section baru pada Tederal Water TPollution
Control Act (FWPCA) yaitu paragraf 11 dan 12 yang sepenuh-
nya mengatur pencemaran minyak bumi dan bahan-bahan berba-
haya lainnya yanog berlaku di perairan Amerika Serikat ter-
masuk Contiguous Zonenya. Kedua section tersebut kemudian
dilebur menjadi paragraf 311 dari FWFCA. 1)

Pemerintah Amerika SErikai berdasarkan ketentuan ini,
menpunyai hak bila dianggap perlu untuk mempertahankan ke-
lestarian serta mencegah terjadinya pencemarcn, memindah-

kan letak kapal, bahkan jika perlu menghancurkan kapal

Fang mengalami kecelakaan dan yang memungkinkan akan me-

nimbulkan pencemaran laut, yang terjadi di luar wilayah

Amerika Serikat.

Dengan demikian tern
tang pencemaran laut yang terdapat dalam Federal

yata bahwa pengaturan Amerika Se-

rikat ten

Water Pollution control Act, hersifat sangat 1luas, oleh

' " Pencemaran Laut
1}:Enmar Kantaatmad ], Hﬁﬁgﬁgfl%éﬁﬁﬁﬁﬁﬁgm Tnternasional,
dalan Praktek Nefer S5 Fahun 1975, al. 92-93.
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1 . .
Aarena menyangkut juga venfgunaan ketentuan-ketentuan tere

sebut juga menjangkau laut di luar laut wilayahnya, seper-

ti hak untuk memindahkan letak kapal atau menghancurkannya

jika diangmap perlu,

L]

Jika ketentuan-ketentuan terakhir ini dibandinmkan
denfan Konvensi Drussel 1969 tentans " Intervention on the
lligh Seas in Case of 0il Pollution Casualties," dapat di-
ketemukan titik-titik persamaannya. Earena keduanya baik
vang terdapat dalam FWPCA mzupun yang terdapat dalam EKon-
vensi tentanz Intervensi di Laut Lepas jika Terjsdi Fence-
maran oleh Minyak, memberikan hak kepada negara pantai ji-
ka terjadi pencemarsn di laut lepas yang berdekatan dengan
pantainya untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap
perlu dalam rangka menyelamatﬁan lautnya dari bahaya yang
mengancam, bahkan memindahkan letak kapal atau menghancur-
kannya jika dianggap perlu.

Kanada pada tahun 1970 mengeluarkan/mengundangkan se-
cara bersamzan dua peraturan yaitu : pertama "Amendment to
thelmerriturial Sea and Fishing Zones Act" dan "Bill C-202"

KEedua pefaturan ini masing-masing melebarkan perairan
teritorial Kanada menjadi 12 mil laut, dan memberikan pem-

batasan-pembatasan yang sangat ketat bagi penggunaan laut

wilayahnya sebagal alur transportasi pengangkutan minyak

bumi. Selain itu dinyatakan berlakunya ketentuan tersebut
mi.
Pﬂ&a 100 mil laut daerah Kutup Utara.

tu dilarang unftuk me-
1am ukuran terten
Kapal-kapal da
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ki .
masuil zona tersebut, serta menangkap kapal-kapal yang di-

curigai membawa bPenyebab penpotoran laut

Feraturcn ini juga mengenakan hukuman P r—

# 100,000,00 Kanada sehari terhadap kapal-kapsl yang tidak

dibenarkan membuang bahan-bahan yang menyebabkan pengotor-

an laut.

Dari neraturan terscbut Kanada bermaksud untuk melin-
dungi kepentingan nasionalnya dari penpgotoran laut sebagai
akibat dari pelay&ran' bebas dan pembuangzn bahan-bahan
yang mengakibatkan pengotoran laut di laut lepas, yang
bersambungan dengan pantainya di daerah Kutub Utara.

Dengan menyatakan berlakunya peraturan tentang daerah
pengawasan terhadap pelayaran pada jarak 100 mil laut dae-
rah Kutub Utara, berarti Kanada telah memperluas jurisdik-
si nasionalnya secara unilateral sampai ke laut lepas. Wa-
laupun dalam pertukaran Nota Diplomatik dengan Amerika Se-
rikat, 16 April 1970, Kanada mengemukakan bahwa pengaturan
ini merupakan Lawful extention of 2 limited from of juris-
eet particular danger, dan karenanya sama se-

diction to m
kali tidak merupakan unilateral interferences with the

2)

freedom of the high seas.
Ditinjau darl kebebasan laut lepas, tindakan-tindakan

gecara unilateral untuk memperoleh jurisdiksi di laut le-

pa eperti apa yang telah dilakukan oleh Kanada, telah
Sy =

E}Ihidi hal+95-
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men fanﬁi arti %
gurang ti kebebasan 1ayt lepas pada bagian-bazian

&
tertentu dari 1-5.11"; lEp‘EE. .Itu berarti bahwa negara teTen-

u .

kum internasional. |

Tetapi mengingat besarnya bahaya pensotoran laut dari

tumpahan minyak bagi negara-negara pantai, tidzklah musta-
hil negara-negara pantai tersebut akan mengambil langkan-
langkah yang serupa untuk mengontrol daerash lsut lepas
yang berdekatan dengan laut teriterialnya.

Apalagi jika diingat bzhwa tumpahan minyak di laut
yang temperaturnya rendah dan perairan dingin seperti laut
gsekitar EKanada, ﬂiﬁerkirakan akan mempunyal pengaruh yvang
lebih buruk terhadap kehidupan hayati dalam waktu yang sa-

ngat lama. Bahkan Schacter mengatakan: "oil spilled in Ar-

cfic area may last as long as fifty years". 3)

Karena itu kiranya dapat dimengerti jika Kanada lebih

menitikberatkan pada pencegahan terjadinya pencemaran la-
ut oleh minyak daripada masalah penanggulangannya.
Hal ini ternyata dari sikap Kanada dalam pertemuan-

pertemuan yang diadakan oleh IMCO. Bagi Kanada, lebih pen-

ting memperhatilan keseimbangan ekologi dari Arctic dan

melindungi kehidupan binatang-binatang yang terdapat pada

es Arctic dan 1aﬁtan-1autan sekitarnya, daripada mengejar

3y e Pollution Problem and Remedies,
‘Oscar Schecte¥s Srs International PAtey Bt e
gaiiulﬁgnrcﬂntral, praeger, 1974, hal. Sy BB

Komar Kantaatmad ja, Tbid.
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ti i
gantl rugi pencemaran olsh minyak dan biaya nembersihan.

Hal ini dapat dipahami karena sekali minyak tumpah di

wilayahnya, maka sudah teriambat untuk memperbaikinya kem-
bali lingkuncan lautnya, koarena kan memakan walktu ang
Jeah terlalu lama untuk regenerasi.

Pada umumnya peraturan unilateral Kapada ini mendapat

reaksl luas di dunia internasional khususnya nerara-nesara

pemilik tanki dan armada lautan,

Reaksi internasional didasarkan pada salsh satu ke-
tentuan internasional yang mengatakan bahwa jurisdiksi ne-
gara pantal tidak dikenal di laut bebas dalam hal apapun,
dan bahwa ketentuan opengaturannya secara mendasar tidak
sesual dengan azas-azas Hukum Internasional Kkhusuanya yang
mengatur :'passage of ships, offshore drilling", dan juga
"deep sea dredging".

Tidaklah berlebihan andaikata dunia Internasional me-
rasa khawatir jika pengaturan secara unilateral dari Kanada
tergebut ditiru oleh negara-negara pantai, dalam mengambil
langkah-langkah untuk mengawasi daerah laut lepas yang
berdekatan dengan laut teritorialnya dari bahaya pengotor-
an seperti yang dilakukan oleh Kanada. Maka semakin ber-
kuranglan arti dan maksa kebebasan di laut lepas, terutama
kebebasan berlayaT.

Apabila negara-negara pantai diperkenankan mengambil

1 I' kah-langkah demikian, maka pada tiap-tiap daerah laut
ang -

1 berdekatan dengan laut teritorialnya akan ter-
epas yang



yaitu naiknya harga baranr yane dibawa

Ale L
an tetapl tindalap secara unilateral itu, tidak be-

gitu saja dapat dikatakan sebazai pelanggaran terhadap

prinsip kebebasan laut lepas, apabila vasal P24 EKonvensi

Jenewa 1958 mengenai Laut Lepas, mevajibkan setiap negara
menyusun peraturan-peraturan untuk mencegah pengotoran la-
ut oleh pembuangan minvak dari kapal atau saluran pipa-pi-
pa atau sebagai akibat deri eksplorssi dan eksploitasi da-
sar laut dan ftanah di bawahnya dengan memperhatikan perse-
tu juan-persetujuan yang teleh ada menrenai hal itu.
Ketentuan ini seolah-olah membenarkan tindakan secara
unilateral untuk mencegah pengotoran laut oleh minyak.
Tambahan pula dalam pasal itu dan pasal-pasal lainnya ti-

dak ditegaskan sampai seberapa jauh peraturan negara itu

tidak mengganggu kebebasan laut lepas.

Karenanya, maka Canadian Arctic Waters Follution Act

oleh sementara orang dianggap sebagai lebih banyak mengan-

"oregping jurisdic-'

dung sifat "wave of natiopalism® atau
5)

tion" daripada "need to protect environment®.,

setelah dasawarsa 1960=-an peranan laut bagi kehidupan

manusia dirasakan makin bartambah penting, sedangkan pen-

cemapan laut yang mengancam kelestarian lingkungan laut

makin sering terjadi.

knya hal-hal jtulah yang makin mendorong negara-
HNampakn -l

i i « 97,
3) Komar Kantaatmadja, OF. cit. hal. 9



L?E - 66
dapat pedoman-pedoman atau  standar yang berh;ﬁé:h@dﬂ, ka-

rena setiap . i
¢ Tefara skan menetapkan sendiri menurut kenen-

tingan maaing-maging negara

#al ini akan membava kesulitan bagi kapal-kapal yzng
berlayar di zona ity (daerah laut lepas), karena kanal-ka-
pal yang sedang berlayar ditundukkan pada banyak standar
atau pedoman va2ng berbeda-beda dari pelbagal negara pantai
apabila negara pantai diberi wevienang sendiri untuk menen-
tukan standar atau pedoman pada daerah laut lepas yang
berdekatan dengan laut teriterialnya. H

Jika seandainya ketentuan tersebut diteraplan, maka
pelayaran kapal-kapal vangs mengangkut minyak dari Timur
Tengah (Teluk Persia) ke Eropa harus tunduk pada kurang
lebih lima belas perangkat standar.atau pedoman yang ber-
beda-beda, jelas akan menimbulkan beban dan hembatan bah-
kan kesulitan/kesukaran bagi kapal-kapal itu.

Bagi kapal-kapal yang bersangkutan sebenarnya dapat
jurisdiksi negara pantai tersebut

menghindarkan diri dari

dengan berlayar menyusuri laut lepas di luar daerah berla-

kunya peraturan-peraturan negara pantai itu tetapi hal ini

akan mengakibatkan pelayaran menjadi panjang, dan memakan

waktu lebih lama, dan sudah tentu membawa akibat berantai

. erika Serikat, berjudul: Compe-
4) Kﬁrtastﬁkﬁgihggiigﬁsétgﬂdarts for the Control of Vassel
» tence 10

g Unlite AT10Nn2 LOmhil=
uion, pada 81 ang the Seabed and the Ocean

*  Source Po Aens L
JUEEE hgd ti:eiziitgszf Hatéuzal_{uféﬁglctiﬂn, (Doc.
ri $
i}:grég}gg 1TT/1.36) tanggal & AP
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negara pantai untgk melakukan tindakan senihal atau tin-

akan seca i
d r& unilateral untuk memperluas kewenangannya a-

tas laut lepas Jang berdelatan dengan laut wilayshnva,-

FPada tahun 1962, di kota fNrussel telah diadalan suatu

Konperensi Diplomatik mengenai kerugian vans disebabkan

pencemaran laut oleh minyak, yans berlangsung dari tanggal

8 sampal 29 Hovember 1960,

Konvensi-konvensi Brugsel 1969 tersebuti mengatur ten-
tang kerusakan atau kerugian (damage) yang timbul pada ne-
gara pantai karena pengotoran laut yang disebabkan oleh
kapal tanki minyak yang mengalami kecelakaan laut, kandas
ataupun tenggelam,

Mengingat kian bertambah besarnya ukuran kapal ranki
se jak ditutupnya Terusan ZJues, yang kini mencapai hingga
kurang lebih B800.000 ton, mudahlzh dibayangkan betapa  be-
sarnya kerugian yane dapat ditimbulkan pada penduduk nega-

ra pantai yang berdekatan, apabila kapal tanki raksasa itu

mengalami kecelakaan.

Kerugian itu sendiri, seperti kekayaan alam hayati a-

tau nabati yang merupakan sumber penghidupan penduduk pan-

tai maupun kepentingan perivinata REREHEINY. TR1AN. Perih.

di se jak minyak diangkut secara besar-besaran (in bulk) o-
leh kapal-kapal tanki rakgasa. Namun perhatian dunia baru

. "Torrey Canyon" di mu-
. adinya bencana
tergugah setelah ter]

; 5 da bu
tai Inggris pa

ka pantail e sangat besar pada kepentingan-kepen-

va

lan Maret 1967, yang telah menim-

bulkan kerugian
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tingan pantai Inggris dap Perancig,
Peristiwa Torrey Canyon

(1) apakah

telah menimbulkan persocalan:
yang dapat dilakukan oleh nezara pantai untuk

melindungi HEPentiHE&n kese jahteraan penduduknya, dan (2)

slapa yang bertanggung jawab atas kerugian (damage) yong
terjadi dalam peristiwa demikian dan bagaimana penyelesci-
annya. 6)

Masalah-masalah di atas, mendapat perhatian dari IMCO
yang kemudian melakukan segala persiapan begi konnerensi
yang diadalkan di Brussel bulan Hevember 1969 itu.

Konperensi Brussel 1969, memang menarik untuk dibzhas
bukan saja karena masalah yang dibahas dalam konperensi
tersebut, tetapi juga karena berlainan dengan Konvensi-
konvensi IMCO yang felah ada.

Materi persoalan yang dibahas Konperensi Brussel 1269
sebenarnya jauh melampaui ruang lingkup IMCO, bila tugas
ity diartikan dalam arti sempit, khususnya mengenai taraf

keselamatan dan efisiensi pelayaran yang setinggi-tinggi-

nya dengan jalan kerjasama internasional,

Sedangkan bidang perlindungan lingkungan laut dari

pencemaran yang berasal dari atau diakibatkan oleh kapal,

: relatif baru dari INCO
merupakan bidang kegiatan yang "

yang akhir-akhir ini teruntama sete

" : .
a, Bunga Rampai Hukum Laut,
®) Mochtar Eusumaﬂfgﬁf ﬂaﬁﬁ.’m};_—-—

ﬂiptﬂ i Bandungs

lah Eonperensi Stockholm

Bina=
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tentang Perli i
i indungan Lingkungan Hidup Manusia, tahun 1972
maju sangat pesat, )
1ENginEat pentingnya konperensi  ini bagi Indonesia
yang memiliki garis pantai yans sanfat panjang dan di Se-
lat Malaka menghadapi salah satuy I1alu lintas kapal tanki
minyak (0il tanker traffic) yansz teramai dan terbesar vo-

lumenya di dunia, Pemerintah Indonesia telah mengirimkan

suatu delepgasi wuntuk turut serta dalam konperensi terse-

but.

E. Intervensi Yang Davat Dilakukan Megara Pantai Terhadap

Kapal Tanki Yans Mengalami Kecelakaan.,

Kegiatan angkutan laut (tanker) merupakan salah satu
kEgiaﬁan perminyakan yang terus meningkat setelah tingkat
eksplorasi dan eksploitasi, Bagi Indonesia msendiri sebagai
negara kepulauan, perkembangan ini cenderung meningkat pu-
la, yang apabila hal ini dikeitkan dengan kenaiken produk-

ai minyak bumi lepas pantai setiap tahun rata-rata T %,

) Di dalam Deklarasi Stockholm 1272, ppinsip 21 dikatakan
hahwas "States kave, in accordance with the Charter of
the United Nations anf the principles of international
law, the sovereign right to exovleit their own resources
puréuant to their own environmental policies, and the
responsibility to ensure that actities within their ju-
riasdiction- or control do not cause damage to the envi-
ronment of other States or of areas beyond the limits
of national jurisdiction". Mengenai prinsip tersebut

. Hukum Romawi telah mengenalnya, dimana dikatakan: "Sic
% tuo ut alienum non leades"{manfaatkanlah apa %an
:;ﬁ?:di mililkmu dengan tidak menimbulkan kerugian bag

pihak lain).
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make kegiaten sngkutsn dalem negeri dengen sendirinys me-
‘ningkat pula,

Kecenderungan lein islsh meningkatnys jumlsh kepsl
yeng berukuran bessr geperti Very Large Orude 0il Carrier
(VLCC) dan Ultra Large Crude 0il Carrier (ULCC). Perkem-
bangsn ini hempir bersamsan dengan teknologi lepas pantai.

Di pihek lain, perkembangan sngkutan internssional
yang terus meningkst terutama angkutsn minyek sekiter 22 %
setisp tahun entars tehun 1969-1980, dan kira-kira 40,000
kapal antara 100-150 setiap hari melslui Selast Sunda dan
Selat 3ingaspura. Sebagien leinnya melalui 8Selat Msaskassar
bagi kapal-kspal tanker ukuren bessr (VLCC dan ULCC). Hael
ini dibuktikan dengen meningkatnya jumlseh kapal tenki yang
menyinggehi pelabuhan:: Fort Keleng (Malaysis), Singapura,
dan Dumai (Indonesia) E&tiaﬁ tahunnya. 8)

Gambaran tentang industri perkapaslsn yeng menyertai
kegietan perminyekan, dengan meningkstnys kegisten lainnya
yang menyertsi, menimbulken maesalah bagi lingkungan laut

yaitu dengen terjadinys pencemaral.

Terjadinye pencemarsn laut ini selein dapat disebab-

kan oleh kegiatan rutin (operagional), dspat pula disebab-

kan karene terjadinys kecelaksan., Penyebsb terjedinys pen-

8 papect for the Mari n
) Abubaksar Jﬂfﬂarlsingapura Straits, Univ,of Hawaii, 1984,

tho lal32eF 2t d 8ilelahi, F t H
; dari M. Dau ela engaturan Hu-
hal. 36, dixutipzﬂ + den Impliksainya éacara Regional,

?:gtiiﬁgggﬂfiﬂggre;an, Jakarta, 1992, hal. 91-93,
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cemaran yang disebutkan terakhir, yang adalah merupakan

pembahasan pokek dalah tuligan ini, khususnya yang terjadi

di laut levas, kemudian dibagi lebih lanjut dalam berbasai

peristiwa seperti: (a) tubrukan kan2l; (b) kandas; dan(c)
buruknya konstruksi kapal yang menyebabkan kapal tersebut
tengrmelam atau patah,

Dari sekian peristiwa penyebab terjadinya kecelakaan,
50 % lebih diakibatkan oleh karena tubrukan kapal dan kan-
das. Itu berarti bahwa peristiwa ini dipandang lebih ber-
bahaya pada lingkungan laut dibanding dengan peristiwa ke-
celakaan lainnya.

Jika dibandingkan antara tumpahan minyak yang diaki-
batkan karena kegiatan rutin yang mencapai 39,5 % dan tum-
pahan atau buangan minyak dari darat yang berjumlah 42,1 ¥
dengan tumpahan minyak yang diakibatkan karena kecelakaan
kapal tanker yang hanya mencapai 10,5% dan kegiatan permi-
nyakan lepas pantai yang berjumlah 7,9 %, dapat kita lihat
bahwa tumpahan minyak yang diakibatkan selain karena Kece-

lakaan, jauh lebih besar daripada yang diakibatkan oleh

' 9
karena kecelakaan kapal. )

NWamun demikian bukan berarti bahwa hal itu laiu di-

anggap sepele atau tidak mempunyai arti. Pengalaman mem-

buktikan betapa besarnya bahaya yang diakibatkan atau di-

' timbulkan oleh pencemarall dari tumpahan minyak akibat ke-

9 1% i d.



ECCEr T T

celakaan kapal, sangat meresahkan masyarakat internasi-

onal.

Suatu peristiwa yang sangat menngemparkan di dalam

maupun di luar Indonesia adalah peristiva kandasnya kapal
tanki raksasa Jepang " Showa Maru " 6 Januari 1975, yangz
ternyata jauh lebih besar dan dasyat daripada kecelakaan
kapal tanki " Torrey Canyon " pada 7 keoret 1967. Kemudian
dengan kandasnya kapal tanki Amoco Cadiz pada tahun 1878,
dan masih banvak lagi peristiwa kecelakaan kapal tanki
yang telah terjadi yang memperlihatkan secara dramatis a-
kibat dari pencemaran lant, khusuasnya di wilayah laut le-
pas yang berdekatan dengan laut wilayah negara pantai.
Terzerak oleh pengalaman-pengalaman pada malapetaka
Torrey Canyon di muka pantailInggriar maka bangsa-bangsa
merasa perlu "to the interests of their peoples againts
the grave consequences of a maritiem casualty resulting in
danger of oil pollution of sea and coastlines®.
Dalam pertimbangan mereka menyatakan tindakan-tindak-
semacam itu perlu diambil ¥ on the high seas and that

an

these maesures do not effect the principle of freedom of

0
the high seas". )

Sedangkan menurut Konvensi Brussel 1969 tentang In-

tervention on the High Seas in cases of 0il Pollution Ca-

sualties, pasal 1 (1) dikatakan sebagai berikut 2
r

——

. 1035,
102 Munad jat panusaputro, OP. cit. hal. 105
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"Parties to A
EUTres an thetﬁgmpreaent Convention may take such mae-

h seas as mav b
mitim -5 ¥ be necessary toc prevent
tate or eliminate Erave and dimminent danger to

gﬁﬂiiecgast%ine or related interests from pollution
o Sed Dy oil, following unon a maritiem casual-

t Wi a '
jg; hlch May reasonably be expected to result in ma-
armful consenuences",

Pasal 1 (1) XKonvensi ini pada dasarnya mengatur hak
negara pantai untuk melakukan intervensi terhadap kapal a-
sing di laut lepas, membenarksn nerara pantai yang kenpen-
tingannya terancam langsung oleh bahaya polusi minyak yang
diakibatkan oleh kecelakaan kapal tanki di laut lepas un-
tuk melakukan berbagai tindakan pencegahan, termasuk ke-
mungkinan penghancuran kapal asing Jjika dianggap perlu.

Intervenﬁi yangz dapat dilakukan oleh negara pantai
terhadap kapal tanki yang mengalami kecelakaan di laut le-
pas yang berbatasan dengan pantai atau laut teritorialnya,
hanya apabila hal itu akan membawa akibat langsung terha-
dap lingkungan laut negara tersebut, atau dengan kata lain
apabila keadaan tersebut membawa akibat yang sangat buruk,
dalam artian bahwa apabila negara pantai atau negara calon
tidak segera mengambil tindakan pencegahan maka

pencemaran

bahaya pencemaran akan gegera terjadi. Hal itu akan meng-

akibatkan kKerugian yang gangat besar bagi negara pantai.

Ketentuan Konvensi membatasi kemungkinan intervensi
negara pantai sedemikian dengan ketentuan harus sudah ter-

dapat suatu keadaan berupa adanya suatu "grave and immedi-

i gemungkinan akan terjadinye suatu "major
r" a’n ]

ate dange .
Dengan demikian negara pantai tidak

iF
harmful consequences .
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bezitu saja mengambi] tindalkan intervensi yanz tidak per-

lu karena mensyaratkan terlebih dahulu harus terdapat sua-

tu kead y '
aan genting yang tidak dapat dielakkna lagi karena
akan mensakibatkan kKerugian yane sangat besar.

5

Kemudizan pada prinsipnya Xonvensi ini memberikan hak

kevada negara pantai sebagai calon pencemaran untuk sege-

ra menfambil langkah-langkah penyelamatan diri lebih sepat
daripada yang dimungkinkan oleh hukum internasional se-
hingga dapat mengambil tindakan yang "immediate" dan "ef-
fective" yaitu dalam hal kemungkinan akan terjadinys kece-
lakaan kapal tanker senacam kasus Torrey Canyon.

Kalau kita melihat Konvensi PErussel ini lebih jaumh
kama akan terlihat bahwa Eonvensi ini lebih berszifat me-
lindungi kepentingan negara pantai daripada negara bendera
karena lebih memberikan kelonggaran bagi negara pantai un-
tuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap pence-
maran lingkungan laut oleh minyak akibat dari adanya kece-
lakaan kapal tanki lebih cepat daripada yang dimungkinken
oleh hukum internasicnal.

Wamun demikizn Konvensi mengecualikan hak negara pan-
adaan-keadaan tertentu yang dalam hal kapal

tai di dalam ke

yang bersanghutan adalah "kapal perang" atau "kapal non-

komersial' termasuk kapal kepunyaan atau yang bertindak

untuk kepentingan negara. Dalam pada itu perkataan "fol-
1$ﬁ1ng ypon maritiem casualty or acts related" harus di-
tingan-kepentingan
apnya dengan kepen o
tafgirkan dalam hubung
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"maritie i
M port or estauries activities, fishing, tourist

attraction, health of a coastal population and the well

being of the area concerned, ineluding the conservation of

living marine resources and wildlifen, 1)

Adapun cara-cara pelaksanaannya adalah dengan e
rikan peringatan terlebih dahulu kepada negara bendera ka-
pallyang bersangkutan tentang lsngkah-langkah yanz akan
diambilnya. Tentunya langkah-langkah yeng akan diambil ha-
rus sebanding (proportionate) dengan "anticipated damage®
dan tidak dibenarkan melebihi tujuan dari Xonvensi.

Tentang kewajiban pemberitahuan ( notification ) ini
Konvensi memberikan kelonggaran untuk tidak dilakukan ha-
nya dalam keadaan "extreme urgency". 2}

Dalam hal ini St. Hunadjat Danusaputro mengatakan
Bahwa salah satu ketentuan lain yang menarik perhatian

adalah keharusan negara pantai " ... shall proceed to
consultations with other States effected by the maritime

casualty, particularly with the Flag State or States" di-

samping ia " ... D&Y proced to & consultation with inde-

pendent experts, whose names shall be chosen from a list

-

; 1
maintained by the Organization" (Penulis : meo), 3)

Ketentuan ini menuntut negara pantai sebelum mengam-

1‘1} taatﬂﬁdj&E OP« cit. hal. 105, ;
12) — %&n a 1lihat pasal III dari Konvensi Interna-
l' Hntuglai%ﬁgggg Intervensi (Public Law) .
ion s
13) op. munadjat Danusapubro, op. cite hal. 105
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bil 1a -
ngkah langkgh yamg perlu untuk melakukan konsultasi

terlebi '
erlebih dahulu dengan negara-negara lain yang mungkin ter-

engaruh
pengaruh dengan kecelakaan maritim, terutama dengan negara

bendera atan negara-negara, Disamping itu juga dipandang

perlu untuk mengadakan konsultasi denpan para ahli yane
nema-nemanya terdaftar dalam daftar yang ditetapkan oleh

organisasi,

Namun demikian, in case of extreme urgency, reguiring
maesures rendered necessary by the urgency of the situati-
on, without prior notification or consultation or without
continuing consultation already begar",

Disamping itu negara pantai harus berusaha semaksimal
mungkin untuk menghindari resike terhadap nyawa manusia,
membantu orang-orang yang dalam bahaya, dan dalam kasus-
kasus tertentu menyediakan anak buah kapal (ABK) untuk me-
lakukan repatriasi, serta tidak melakukan hal-hal yang

menghambat di tempat itu.

Selanjutnya Konvensi juga mengatur dalam pasal 5 pa-

da paragraf 3 sebagai berikut :

a. tidak mengambil tindakan yang melebihi daripada

I{Efugj_an _'J-'E'_t‘lr_".’ TﬂEt‘lg’B.ﬂCEm;
kemungkinan tindakan itu harus seefektif muﬁgkin;
c. tindakan semacan jtu hanya boleh diambil jika di-

anpgap tidak menimbulkan kerugian.

Walaupun demikian, kemungkinan timbulnya leruglan pa-
a

d ihak yang terkena tindakan, selalu tetap diperhitung-
a piha g
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kan. Dalam "
hal timbulnya kerugian pada pihak yang terkena

tindak ; ;
indakan, maka pihak yang mengambil tindakan wajib memba-

yar gantl rugi apabila tindakan yvang diambilnya melebihi

batas kewajaran menurut Pasal I. Ganti rugi yang diberikan

harus sebanding dengan kerugian yang dirimbulkan dari tin-

dakan yang diambil.

Untuk mencegah tindakan-tindakan drastis yang diang-
gap berlebihan atau mungkin tidak perlu, Konvensi ini me-
muat ketentuan-ketentuan yang mengatur prosedur konsiliasi
(conciliation) dan arbitrasi (arbitration) untuk menja-
min kepentingan si pemilik kapal, mengingat intervensi o-
leh negara pantai sedemikian luasnya sehingga durasa perlu
untuk melindungi §Emilik kapal =ztau negara bendera dari
tindakan yang berlebihan. Ketentuan tentang konsiliasi dan
arhitrasi diatur di dalam pasal tambahan Bab I dan Bab II.

Adapun pokok-pokok dari Konvensi ini dapat disimpul-

kan sebasai berikut :

(1) Konvensi mengatur kecelakaan di laut yang menyebabkan

sepcemaran laut oleh tpersisten oll” saja;
i L

(2) Konvensi werlaku terhadap semua kapal dazang dan mem-

beri hak kepada peserta Konvensi untuk mengambil tin-

. dakan di laut lepas Fang dianggap nerlu untuk mencegah

. menghilangkan atau menghalangi bahaya yang besar yang

kin timbul pada pantainya dan kepentingan-kepen-
mungKkin -
i i cemaran laut oleh
pasai akibat dari woen
tingannya, SeUS3

timbul karena kecelakaan di lautan yang

minyak yang
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dapat diduga akan mempunyal akibat yang besar;

(3)

Sepanjang waktu masih mengisinkan, maka perlu d31akn-
kan konsultasi terlebih dahulu di antara negara-negara
Yang bersangkutan sebelum tindzkan pencegahan diambil;

(4) Negara pantai yang melakukan intervensi atas dasar

Konvensi ini, harus membayar gantu rugi kepada negara

yang terkena tindakan intervensi, jika sampai timbul
lkerugian karena tindakan yang diambil melebihi tin-
dakan yang dianggap wajar dan perlu untuk mencapai

tujuan itu,

C. Konvensi Brussel 1969 (Public Law) telah Melandasi

TLahirnya Konvensi-konvensi Regional tentang Pencemaran

Laut oleh Tumpahan Minyak.

FKonvensi Pencemaran Laut (Public Law) tahun 1969 ini

telah melandasi lzhirnya Konvensi-konvensi Regional seper-
ti berikut ini :

(1) ﬂgfeemgnt for Co-operation in dealinz with Pollution

of the North 3ea by 0il (= the "North Sea Pollution A-

greement”, Bonn, June 1969).

Apabila diperhatikan pasal 1, dari persetujusn ini,
; batas pada tumzahan besar yang dapat menimbulkan "grave
eroa L L
d i inent danger" pada pantai atau kepentingan negara
and imm gs
ighi 34 # dan "offshore installa-
k "fishing crounds
pantai, termasu

a+ra an EEIiuat
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Pe i
rsetu juan tentang Pencemaran Laut Utara oleh minyak
1§1 dibuat untuk meletakkan dasar prosedur menganaf cara-

cara Ker jasama tentang bantuan tenaga kerja, pengadaan ba-

han=bahan e rle ngkapan dan nasgihat-nazihat yang bevalfat

ilmiah, mengenai cara-cara pembuangan minyak dan bahan-ba-

han lain yang berbahaya, termasuk sistem patroli dan in-

formasi yang mencakup :

a. organisasi tingkat nasional yang menangani masalah pen-

cemaran oleh minyak bumi;

b. pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menerima
laporan tentang adanya pencemaran laut dan menangani
masalah ukuran tentang bantuan Kkerjasama antara para

penanda tangan Konvensi;
o. para-cara baru dengan mana DPEncemaran lant oleh minyak

dapat diatasi dan ukuran baru untuk menanggulangi seca-

ra efektif.
Untuk mempercleh efektifitas pelaksanaan pada saat

terjadinya pencemaran, diadakan pembagian kawasan atas

Ngana Laut Utara® 4an "English Channel™ sehingga dicegah

duplikasi tindakan dan tanggung jawab pada tahap pengam-
hilan inisiatif pertama menurut tanggung jawab yang berda-
ilan T !

.garkan pembagian kawasan (zona).

» Konvensi juga mengatur mengenai mekanisme untuk me-
onv

dari suatu negara (berdasarkan zonasi) yang
an

an kepada negara terdekat yang mungkin

minta bantu

i encemar
menderita P
qcemaran. Wegara yang bersang-
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kutan diwaji
Jibkan mengambil tindakan yang diperlukan untuk

memenuhi perminyaan tersebut,

Mengenai pemberian laporan, mencakup di dalamnya :

2. semua kecelakaan yang akan menyebabkan atau mungkin me-

nyebabkan pencemaran laut oleh minyak;

b. timbulnya sifat dan penyebaran lapisan minyak di laut

yang akan menyebabkan atau menimbulkan bahaya yang be-
sar di pantai, atau beberapa kepentingan dari satu atau

beberapa negara anggota.

(2) Agreement cﬁncErning Co-operation in Taking Maesures
Against Pollution of the Sea by 0il ( between Denmark-
Findland-Norway-Sweden = the Baltie Convention, Copen-

hagen, September, 1971 ).

Persetujuan ini juga ditujukan pada pencemaran oleh
minyak bumi, mengaiur tentang kerjasama antar negara-nega-
ra peserta untuk men jamin berlalkunya ¥onvensi Internasio=-

nal tentang Pencegahan Pencemaran L~ut oleh Hinyak dan ke-

tentuan-ketentuéh hukum nasional mereka.
Apabila diperhatikan mukadimahnya, persetujuan ini
juga hampir sama dengan pola yang dianut dalam perseiujuan

Bonn, 1969 Persamazannya terletak poda ketentuan tentang
] . '

Pharusan para pihak untuk saling memberitahukan terjadi-

ncemaran yang dapat menimbulkan "grave and imminent
nya pe :

: , peserta, kemudian meng-
pada negars atan anggota P .

danger"”
anisme tentang cara meminta bantuan antara
n

atur juga mek
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satu negara terhadap yang lain

Konve S5 5 e T
nel ini juga mengatur tentang pensadaan pertu-

karan
informasi dalam hal terjadinya kasus penting yang

menyanghkut tentang :

a. adanya Feralatan-peralatan yang digunakan untuk menam-

pung residu minyak dari kapal
b. peraturan nasional dan persyaratan-persyaratan lainnya

untuk dapat digunakan bagi pencegahan pencemaran mi-

nyak;
c. para pejabat dari masing-masing negara peserta yang a-

kan melaksanakan persetujuan ini.

(3) Konvention on Protection of the Marine Environment of

the Baltic Sea Area, 1974.

Konvensi yang dibuat oleh seluruh negara-negara pan-
tai sekitar Launt Baltik ini, mengzunzkan standar pembuang-

an minyak dari International Convention for the Prevention

Tollution from Ships, 1972.

Yang penting diketahui dari Komvensi ini yaitu bahwa
¥onvensi ini mengadakan pembagian Leut Baltik atas "surve-

rynesi sebagai melkanisme pertukar-
illance zones", Y&ng berfungsi sebag : eI

‘an informasi. Yonvensi jugh membentuk komisi yang bertugas

botuk meneawasi pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan Kon-
= 2

menyesuaikan izl 1o
ipni Ju== dimelksudkan untuk menambah pe-

3 avonsi seberapa mungkin dan
vensi, dan
bermanfaat. Komisi .
ih efaktif dan memikirkan ca-

a leb
nqﬂturan-pangaturan yans
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‘de lege ferenda (hukum yang dic
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ra-cara perlindungan yang lebih baik

4) Conventi '
(4) ion for the Frotection of the Mediterranean Sea

Against Pollution, Barcelona, February 1976.

Konvensi ini tidak lagi terbatas pada pencemaran ' da-
lam kategori "grave and imminenf danger" tetapi dapat pula
mencakup kepentingan yang lebih luas, seperti ancaman pada
wilayah pesisir, kegiatan perairan pesisir, pelabuhan atau
estuari, termasuk perikanan, daerah turis dan tempat ber-
ge jarah, kesehatan penduduk pesisir, serta pelestarian ke-

kayaan alam hayati.

(5) Kerjasama Tripartite antara Indonesia, Malaysia dan

Singapura (uraiannya pada Babb IIT di atas).

Talam hubungan dengan batas jangkauan kewenangan ne-

gara pantal dalam menciptakan pengaturan tentang pencemar-

an laut, sebagaimana telah dilakukan oleh EKanada dalam Ar-

ctic Vater Pﬁllutiun Apt-nya dan Amerika Serikat sebacgai-

mana telah diuraikan terdohulu, maka perlu diperhatikan

kiranya patgkgnaﬂatﬂkﬂﬂ dari ketentuan-ketentusn Konvensi

Hukum Laut 1932 sebagal kaidah-kaidah Hukum Internasional

jta-citakan).

» mya yaidah hukum internasional baru ini me-

Pada dasa

nrakui bahkan me le takkan kewajiban bagi setiap negara pan-

tai tuk melindungi dap melestarikan lingkungan lautnya
ai un

( 171 pasal 197 ¥uI, 1982). Lebih khusus lagi adalah
Bab T



bagian tentang Kawagap Yang Tertutup Es
¥
sal 234,

a3

bagian 8 pada pa-

Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berilut:

= =1
Bahwa negara pantai harus melakukan setiap tindakan

yang dianggap perlu untul dapat mencegah,mengurangi dan
mengendalikan pencemaran lingkungan laut dengan mengam-
bil cara-cara yang praktis yangz ada pada mereka dan se-

suai dengan kebijaksanaan dan kemampuannya (Bab XII pa-
sal 194 2 1);

Negara-negara pantai harus mengambil segala tindakan
vang diperlukan untuk menjamin agar setiap kegiatan da-
lam jurisdiksinya atan wilayah pengawasan mereka dila-
kukan dengan cara sedemikian.rupa sehingga tidak menim-
bulkan kerusakan karena pencemaran kepada negara lain
dan lingkungannya, dan bahwa pencemaran yang timbul da-
ri tindakan-tindakan dan kegiatan di bawah jurisdiksi

dan pengawasannya tidak menyebar dan melampaui dae-

rah yang ada di bawah pelaksanaan hak-hak kedaulatannya

sesuai dengan Konvensi (Bab XII pasal 194 2 2);

Dalam mensambil langkah-langkah antuk mencegah, mengu-

rangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut, ne-

a-negara harus pertindak sedemikian rupa agar tidak
gar . 3 ]

mindahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung
me r =

I Kkan atau bahaya dari suatu daerah ke daerah lain,
arusa

pah suatu bentuk ﬁencemaran de dalam bentuk
me ru

in (Beb ¥II pasal 195);

atau

pencemaran la
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Negara-
g negara harua menciptakan ketentuan-ketentuaﬂ dan

standar-standar internasional untuk mencegah, MEHEUTE'

et
i, dan mengendalikan pencemaran lingkungar laut dari

kendaraan air (kapal). Ketentuan-ketentuan dan patokan-

ratokan tersebut harus ditinjau kembali sewaktu-waktu

Jika dianggap perlu (Bab XII pasal 211 = 1);

Kewajiban negara-negara untuk menetapkan peraturan per-
undang-undangan untuk mencegah, mengurangi, dan mengen-
dalikan pencemaran dari kapal yang menggunakan bendera-
nya dan terdaftar de negara tersebut. FPeraturan perun-
dang-undangan tersebut sekurang-kurangnya mempunyai ke-
kuatan yaog sama dengan ketentuan=-ke tentuan dan stan-
dar internasional wyang telah diterima secara umum dan
yang dibentuk cleh organisasi-organisasi . internasional .
yang kompeten untuk itu (Bab XII pasal 211 : 2);

Negara-negara mempunyai hak sesuai dengan hukum Inter-
nasional, baik menurut hulkum kebiasaan maupun konvensi,
untuk mengambil dan memaksakan tindakan-tindakan di lu-

ar laut teritorialnya Yani gebanding dengan kerusakan

ta atau ancaman kerusakan untuk melindungi garis
nya

tai atau kepentingan-hﬂpentingannya dari pencemaran
pan

: £ A " my1a
atau ancaman pencemnararn akibat dari suatu lkecelakoan

diduga dapat menimbulkan akibat-akibat buruk yang
yang 5 :

ab XIT pasal 221 : 1);
tertutup €5, diberi kewenangan untuk

besar (B

Bagi kawasan Yang

n peraturan perundang-undangan

mene tapkan dan menegakka
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untuk m
enceganh, mengurangi dan mengendalikan pencemaran

laut yang berasal dari kapal sampai pada batas ﬁuna E-

konomi Eksklusif. Peraturap perundang-undangan dimaksud
harus memperhatikan navigasi dan perlindungan serta pe-

lestarian lingkungan laut (Bab XIT pasal 234);

h. Wagara-negara pantai dalam melaksanakan kedaulatannya

di laut teritorialnya, dapat menetapkan peraturan per-
undang-undangan untuk mencegah, mengurangi, dan mengen-
dalikan pencemaran dari kapal-kapal asing, termasuk ka-
pal yvang menilmati hak lintas damai. Peraturan perun-
dang-undangan tersebut tidak boleh Dbertentangan dengan
ketentuan yang berlaku tentang hak lintas damai (Bab
¥II pasal 211 : 4),

Pada dasarnya negara-negara bebas untulk menentukan
peraturan tentang pencegahan dan pengawasan lingkungan la-
utnya, tetapi ketentuan-ketentuan tersebut jangan sempai
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan internasional yang
telah diterima oleh hanrsa-bengsa di dunia atau yang diteT
tapkan oleh organisasi-organisasi internnsional yang kom-
ketentuan-ke tentuan mengenal hak

peten, dan mengindahkan

1intas damai (innocent passage ).
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BAR v
EESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di

atas, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai
berikut :

- Bahwa eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di laut
dan pemanfaatan laut sebagai sarana transportasi ﬁerda-
gangan, pariwisata, kegiatan militer, terutama dengan
meningkatnya kegiatan angkutan lﬁut dan bertambahnya
jumlah kapal yang berukuran besar seperti Very Large
Grude 0il Carrier (VLCC) dan Ultra Large Crude Oil Car-
rier (ULCC), telah membawa dampak bagi kelestarian
lingkungan laut dengaq terjadinya pencemaran yang telah

sampai pada tingkat yans sangat mengkhgwatirkan masya-

rakat bangsa-bangsa.

Bahwa terjadinya pencemaran, karena beberapa sebab dan

1ah satu diantaranya jalah dengan tumpahnya minyak ke
sa

laut baik disenzaja maupun tidak disengaja seperti ka-
au

pembuangan wahan bekas pencucian tanki, kapal-ka=-
rena

ang mengalami wepelakaan dan.kebocoran yang
ker y2an4

stalasi di tempat-tempat eksploitasi dan

pal tan
» terjadi pada in

sumber kekayasn alam di
1aut sebaga

ﬁantai atau lepas pantail.

i bagian dari lingkunzan hi-
an

- Agar lingkung

a tetap tarpelibara, setidak-tidak-
apumny _

dup pada
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nya pe
¥a pencemaran dapat dikurangi atau ditekan, maka ber-

bagai car :
& 4, daya, dan upaya telah dilakukan. Dewasa ini

sangat diperlukan pengelolaan, pangamanan dan pengatur-

an dalam menjaga keserasian dan penggunaan laut yang e-

fektif dan efisien,

- Mengenal pencegahan dan penanggulangan pencemaran ling-
kungan laut, hukum internasional memberikan hak kepada
negara-negara untuk mengaturnya. Pencegahan dan penang-
gulangan pencemaran lingkungan laut ini dapat berupa
peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan, juga da-
pat berupa teknik dengan peralatan-peralatan teknologl
pada instalasi pertambangan, pengelolaan dan pengang-
kutan minyak yang memiliki sistem pengaman keselamatan.
Hal ini sangﬁt diperlukan mengingat kebocoran-kehocoran

minyak di tempat-tempat yang rawan Aapat-Da fmLLan

malapetaka ledakan atau kebakaran.

- Bahwa pada dasarnya negara-negara pantal bebas ool

menentukan pengaturan dan pengawasan pencemaran linglu-

ngan lautnya dengan ketentuan bahwa ketentuan-ketentuan

tersebut tidak boleh bertentangan dengan : (a) ketentu-

an-ketentuan internasional yang teldh direxing elen

ngsa di dunia atau yang telah ditetapkan oleh

bangsa-ba
ai jnternasional yang kompeten, (b)

» organisasi-organiss

nkan kgtgntuan-ketﬂntuaﬂ mengenai hak lintas

me ngi ['I_'li-l:l

v di lau'taﬂl a
gapas a ketentuan hukum internasional yang

_ pahwa dengan e
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mengat 3
Batur mengenai hak intervensi negara pantal terhﬂdap

kapal

pal asing yang mEngalaml kecelakaan df laut 1epaa dan
menimbulkan Pencemaran, negara pantai vang terancam
tangsung bahaya pencemaran tersebut, dibenarkan untuk

melakukan berbagai tindakan termasuk kemungitinan  pang-

hancuran kapal asing tersebut jika dianggap perlu. Na-

mun apabila masih dimungkinkan, konsultasi dengan nega-
ra=-negara yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan
gebelum tindakan diambil. Apabila tindakan yang di-
ambil melebihi tindakan yang wajar dan perlu, maka ne-
gara yang melakukan tindakan tersebut wajib memberikan
ganti kerugian kepada negara yang terkena tindakan ter-
sebut.

- Konvensi Brussel 1969 yang dikenzl dengan Publiec Law,
telah melandasi lahirnya beberapa Fonvensi Regional

tentang pencemaran linghkungan laut oleh minyak.

B. Saraan.

Berdasarkan apa Yang telah diuraikan di atas, maka

berikut ini oleh Penulis disarankan :

Melihat letak peografis negara Eepublik Indonesia yang
= elils 5

terletak di antara dua benua yaitu Benua isia G e
* erle

: gamudera Pasifik dan Hin-
> tralia dan dua gamudera galtu

Wegara Republik Indonesia dikatakan berada
g, maka ‘
s unia dan merupalkan persimpangan ja-

pada posisi gilang d

angat padat mengakibatian mudahnya laut-
5
1lan laut yane
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at Ind i ;
ndonesia dicemari oleh kapal-kapal yang mel;ntasl

lautan Indonesia tersebut, Disamping itu keterbukaannya

dari
dan ke segala Penjuru menyebabkan pencemaran mudah

menyebar ke luar ataupun sebaliknya pencemaran yang

terjadi di luar lautap Indonesia akan sangat mudah men-
jalar ke dalam. Dengan melihat kenyataan ini, Penulis
menyarankan akan adanya suatu peraturan tersendiri da-
lam bentuk peraturan perundang-undangan yanz mengatur
secara tersendiri dan menyeluruh mengenai Sistem Penge-
lolaan Nasional tentang Pencegahan, Penanggulangan dan
FPengendalian Pencemaran Laut.

Di bidang hukum laut, Indonesia telah meratifikasi be-
berapa Konvensi Internasional, khususnya menyanghkut
pencemaran lingkungan karena minyak. Salah satu konven-
si internasional di bidang pencemaran linghkungan laut
oleh minyak yang sangat penting adalzh "The Internatio-

nal Cinvention Relating 1o Intervention on the High

Seas in Case éf 0il Pollution Casualties, 1969 yang di-

kenal dengan YPublic Law®. Yonvensi ini, memberikan hak

kenads negara pantal untuk melakukan tindakan atau in-
epad:>

tervensi terhadap pencemaran yang terjadi di laut lepas
e

perbatasab dengan Dpantainya, yang diakibatkan
yang < z

kacelakaan kapal. Keningkatnya arus lalu lintas
karena ke .
kutan minyak aleh kapal-kapal tanker yang bera-
pengang

lautan Tndonesia, memungkinkan

dalam maupun' di luar wi-
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layah
Peraira
n Indon
esia, Untuk itu P
enulis me
nyarankan

sudah g
aatnya b
agi
Pemerintah Republik
Indonesi
a untuk

memikirka
n merat
ifikasi Konvensi
i tersebut
di atas
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